
BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN ICEGIATAN YANG DIDANAI DART DANA DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang :  a .  bahwa pemanfaatan D a n a  D e s a  merupakan w u j u d
pemihakan negara untuk mendorong kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat Desa sesuai amanat Pancasila dart
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. bahwa dinarnika perkembangan d a n  kebutuhan r i l l
masyarakat Desa saat int  menuntut adanya percepatan
pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan
ekonomi lolcal, sehingga tata kelola Dana Desa harus
difokuskan untuk menjawab permasalahan kesenjangan dan
pemenuhan layanan dasar;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dart Dana
Desa, diperlukan pengaturan tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dan i Dana Desa Tahun
2026;

d. bahwa berdasarlcan pertimbangan sebagaimana dimalcsud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Telmis Pelaksanaan
Kegiatan yang Didanai dan Dana Desa Tahun 2026;

Mengingat 1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang N o m o r  1 3  T a h u n  1 9 5 0  ten tang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014  Nomor 244,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah teralchir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang PenyesualEtn Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2 0 2 6  Nomor 1 ,  Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

SALINAN
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MEMUTUSICAN:

Menetapkan :  PERATURAN B U P A T I  T E N T A N G  P E T U N J U K  T E K N I S
PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI  DANA D E S A
TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalarn Peraturan Bupati ini  yang dimaksud dengan:
I. Pemer in tah  Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintab adalah

Presiden Repub l i k  Indonesia  y a n g  memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republ ik Indonesia yang dibantu ° te l l
Wakil Presiden d a n  Menter i  sebagaitnana d imaksud da lam
Undang-Undang D a s a r  Negara Repub l i k  Indonesia Ta h u n
1945.

2. M e n t e r i  ada lah  m e n t e r i  y a n g  menyelenggarakan u r u s a n
pemerintahan d i  b i dang  desa  d a n  pembangunan dae rah
tertinggal.

3. Kemente r ian  ada lah  kementer ian y a n g  menyelenggarakan
urusan pemer intahan d i  b idang  desa  d a n  pembangunan
daerah tertinggal.

4. D a e r a h  adalah Kabupaten Grobogan
5. B u p a t i  adalah Bupati Grobogan.
6. Pemer in tah  D a e r a h  a d a l a h  B u p a t i  s e b a g a i  u n s u r

penyelenggara p e m e r i n t a h a n  D a e r a h  y a n g  m e m i m p i n
pelaksanaan urusan pemerintahan yang meniadi kewenangan
daerah ()tortoni.

7. D e s a  adalah kesatuan masyarakat hukum yang menailild batas
wilayah y a n g  berwenang u n t u k  menga tu r  d a n  mengurus
urusan pemerintahan,  kepent ingan masyarakat  setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak  asal usul ,  dan/a tau
hak t radis ional  y a n g  d iaku i  d a n  d ihorrnat i  da larn s is tem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. D a n a  Desa  ada lah  bag ian  d a n  i t rans fe r  k e  daerah y a n g
diperuntukkan bagi Desa dengan tu juan u n t u k  mendukung
pendanaan penyelenggaraan pemer in tahan ,  pe laksanaan
pembangunan, p e m b e r d a y a a n  m a s y a r a k a t ,  d a n
kemasyarakatan.

9. Pemer in tah  Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Kewenangan Desa  adalah kewenangan yang  dimilaci Desa
meliputi k e w e n a n g a n  d i  b i d a n g  p e n y e l e n g g a r a a n
Pemerintahan D e s a ,  pe laksanaan  p e m b a n g u n a n  D e s a ,
pembinaan kemasyaraka tan  D e s a ,  c l a n  pemberdayaan
masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul dan adat istiadat Desa.

11. PeTaturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepalcati
bersama Badan Perrnusyawaratan Desa.

12. Musyawarah D e s a  a d a l a h  m u s y a w a r a h  a n t a r a  B a d a n
Permu syawaratan D e s a ,  P e m e r i n t a h  D e s a ,  d a n  u n s u r
masyarakat y a n g  d i s e l e n g g a r a l c a n  o l e h  B a d a n
Permusyawaratan Desa un tuk  menyepakati hal  yang bersifat
strategis.
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13. Reneana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP
Desa adalah penjabaran dan i RPJM Desa un tuk jangka  waktu
1 (satu) tahun,

14. Anggaran Pendapatan d a n  Belarkla Desa yang  selanjutnya
disebut A P B  D e s a  a d a l a h  r e n c a n a  k e u a n g a n  t a h u n a n
Pemerintahan Desa.

15. Badan Usaha Mil ik Desa adalah badan hukum yang didirikan
oleh D e s a  d a n / a t a u  be rsama  desa-desa g u n a  mengelola
usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, m e n y e d i a k a n  j a s a  p e l a y a n a n ,  d a n /  atau
menyediakan j en i s  u s a h a  la innya  u n t u k  sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

16. Bantuan Lartgsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT
Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa
dann tunal  yang hersumher dan Dana Desa kepada ketuarga
penerima manfaat clan diputuskan melalul Musyawarah Desa
sesuai dengan Icr i ter ia y a n g  d i te tapkan d a l a m  pera turan
perundang-undangan.

17. Stunting adalah gangguan per tumbuhan dan perkembangan
anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang
ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah
standar yang ditetapkan old) menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

18. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi
negara sampai  dengan perseorangan, yang  tercermin dani
tersedianya pangan  y a n g  c u k u p ,  b a i k  j u m l a h  m a u p u n
mutunya, aman,  beragam, bergizi, merata, d a n  ter jangkau
serta t i d a k  bertentangan dengan agarna, keyak inan,  d a n
budaya masyarakat, u n t u k  dapat  h i d u p  sehat,  ak t i f ,  c lan
produkti f  secara berkelanju tan

19. Padat K a r y a  Tu n a i  Desa  ada lah  keg ia tan  pemberdayaan
masyarakat Desa, Ichususnya yang miskin dan marginal, yang
bersifat p r o d u k t i f  d e n g a n  mengu tamakan  pemanfaatan
sumber daya,  tenaga ker ja ,  d a n  tekno log i  l o k a l  u n t u k
memberikan t a m b a h a n  u p a h / p e n d a p a t a n ,  m e n g u r a n g i
kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan ralcyat.

20. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut
SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk
percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

21. Keuangan Desa adalah semua h a k  d a n  kewal iban da lam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai
dengan uang termasuk di  dalamnya segala bentuk kekayaan
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut R1CD adalah
rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan un tuk
membayar s e l u r u h  pengeluaran D e s a  p a d a  B a n k  y a n g
ditetapkan_

23. Selu-etaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan
sebagai unsu r  pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan
tugas sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan
Desa.

24. Kepala U r u s a n  y a n g  se lan ju tnya  d i s e b u t  K a u r  a d a l a h
perangkat D e s a  y a n g  berkedudukan sebagai  u n s u r  s t a l
sekretariat D e s a  y a n g  m e n j a l a n k a n  t u g a s  p e l a k s a n a
pengelotaan keuangan Desa.
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25. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat
Desa yang  berkedudukan sebagai  pe laksana t e k n i s  yang
menialankan tugas pelaksana pengelolaan keuangan Desa.

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat r incian setiap kegiatan,
anggaran yang disediakan clan rencana penarikan dana untuk
kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam APB Desa.

27. Ti m  Petaksana Kegiatan y a n g  se lan ju tnya  d is ingkat  T P K
adalah t im  yang membantu Kaur /Kas i  dalam melaksanakan
kegiatan pengadaan barangk iasa  y a n g  k a r e n a  s i f a t  c l a n
jenisnya tidak dapat di lakukan oleh Kaur/Kasi.

28. Surat  Perrnintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen pengajuan u n t u k  mendanai  pelaksanaan
kegiatan pengadaan barangdan jasa/APB Desa.

29. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia
yang m e m i l i k i  k u a l i f i k a s i  d a n  k o m p e t e n s i  d i  b i d a n g
pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa yang direkrut oleh Kementerian.

Pasal 2
(1) P e r a t u r a n  B u p a t i  i n i  d imalcsudkan sebaga i  pedoman

mengenai penggunaan D a n a  Desa agar  selaras dengan
prioritas nasional setiap tahunnya.

(2) P e r a t u r a n  Bupat i  i n i  ber tu juan u n t u k  memberikan arah
fokus penggunaan Dana Desa dan sebagai petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan yang didanai dan i Dana Desa,

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini  meliputi:
a. f o k u s  penggunaan Dana Desa;
b. p e n e t a p a n  fokus penggunaan Dana Desa;
c. p e l a k s a n a a n  kegiatan Dana Desa;
d. p u b l i k a s i ;
e. p e l a p o r a n ;
f. p e m b i n a a n ;  clan
g. pengawasan .

BAB II
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

(1)
Pasal

Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya
untuk mendukung:
a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan

Dana Desa u n t u k  B M '  Desa dengan target  ke luarga
penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah
sebagai acuan;

b. pengruatan D e s a  berketahanan i k l i r n  d a n  t a n g g u h
bencana;

c, pen ingkatan  promosi  clan penyediaan layanan dasa r
kesehatari skala Desa;

d. p rog ram Ketahanan Pangan a t a u  l u m b u n g  pangan,
energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;

c. d u k u n g a n  implementasi koperasi desa merah putih;
f. pembangunan  d a n  pemellharaan i n f ras t ruk tu r  desa

tnelatui program Padat Karya Tunai Desa;
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g. pembangunan infrastruktur digital dan teknologi d i
Desa; dan/atau

h. program sektor prioritas lainnya d i  Desa termasuk
pengembangan potensi dan keunggulan Desa.

(21 F o k u s  penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf  e dialokasikan dalarrt perubahan APB
Desa setelah dilakukan penyaluran Dana Desa un tuk
dukungan implementasi koperasi desa merah putih sesuai
dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

(3) D a n a  Desa dapat digunakan u n t u k  dana operasional
Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dad pagu
Dana Desa selain untuk koperasi desa merah putih setiap
Desa.

(4) Ketentuan lebih larkiut mengenai peturtjuk teknis atas fokus
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran I  yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dan i Peraturan Bupati mi.

Pasal 5
(1) F o k u s  penggunaan D a n a  D e s a  u n t u k  penanganan

kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huru I a berupa BLT Desa.

(2) B LT  Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
per bulan per keluarga penerima manfaat yang diputuskan
dalam Musyawarah Desa_

(3) Pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibayarkan paling banyak un tuk  3  (tiga) bulan secara
sekaligus.

Pasal 6
(1) F o k u s  penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalatn Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
huruf f, huruf  g, huruf  h dilaksanakan secara swakelola
dan/atau kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman
umum pembangunan Desa dan pcmberdayaan rnasyarakat
Ursa.

(2) Swakelola sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 1 )
diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 7
Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi
Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf  e diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang  mengatur mengenai percepatan
pembangunan f i s i k  gera i ,  pergudangan, d a n  kelengkapan
Koperasi Desa Merah Putih.

Pasal 8
Pengelolaan keuangan d a l a m  rangka  pelaksanaan f o k u s
penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan pemndang-undangan y a n g  mengatur  mengenal
pengelolaan Keuangan Desa.



BAB III
PENETAPAN FOICUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal
(1) F o k u s  penggunaan D a n a  Desa  scbagaimana d imaksud

dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai Kewenangan Desa.
(2) F o k u s  penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diutamakan berdasarkan rekomendasi Indeks Desa,
(3) S e l a i n  p e n g g u n a a n  D a n a  D e s a  u n t u k  d u l c u n g a n

implementasi Koperasi  D e s a  M e r a h  P u t i h  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huru f  e, fokus Penggunaan
Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa
penyusunan RICP Desa.

(4) Pene tapan  f o k u s  penggunaan D a n a  Desa  di laksanakan
mengilcuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(5) R K P  Desa  yang  memuat  fokus  penggunaan D a n a  Desa
menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 10
(1) D a l a m  menetapkan fokus penggunaan Dana Desa, Desa

wajib melibatkan partisipasi masyarakat Desa.
(2) Par t i s ipas i  masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) d i lakukan dengan berpihak kepada kepcntingan
warga misk in ,  warga disabil i tas, perempuan, anak,  d a n
kelompok marginal.

(3) Par t i s ipas i  masyaralcat Desa sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1) di lakukan dengan cara:
a. te r l i ba t  ak t i f  dalam setiap tahapan penyusunan fokus

penggunaan Dana Desa;
b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
c. memast i kan  fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan

dalam dokumen RICP Desa clan APB Desa; dan/atau
d. te r l i ba t  ak t i f  melakukan sosialisasi fokus penggunaan

Dana Desa.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Dana Desa

Pasal 11
(1) D a n a  D e s a  d ike lo la  d a l a m  1  ( sa tu )  t a h u n  anggaran

terhitung mula i  1  Januar i  sampai dengan 31  Desember,
melalui mekanisme APB Desa.

(2) Pe laksanaan penge lo l aan  D a n a  D e s a  sebagaimana
dirnaksud pada  ayat  (1) d i lakukan o leh K a u r  atau Kasi
sesuai b i d a n g  t u g a s  d a n  mekan isme  s e s u a i  d e n g a n
kctentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelotaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) m e l i p u t i  k e s e l u r u h a n  k e g i a t a n  p e r e n c a n a a n ,
pelaksanaan, p e n a t a u s a h a a n ,  p e l a p o r a n  d a n
pertanggungjawaban keuangan.

(4) D a l a m  p e l a k s a n a a n n y a ,  p e n g e l o l a a n  D a n a  D e s a
sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 3 ) ,  d i l a k u k a n
berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif,
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dilakukan seeara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan
masyarakat setempat.

Pasal 12
(1) Semua  pener imaan d a n  pengeluaran D a n a  D e s a

ditaksanakan melalui RKD.
(2) Se t i ap  pengeluaran atas belanja Dana Desa yang dilakukan

oleh Kaur atau Kasi harus didukung dengan bukti  yang
lengkap dan sah.

(3) B u k t i  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat
pengesahan dan i Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung
jawab a t a s  kebenaran mater ia l  y a n g  t i m b u l  d a n
penggunaan bukti tersebut.

(1)

(2)

(3)

Pasal 13
Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengafulcan
SPP kepada Kepala Desa da lam set iap pelaksanaan
kegiatan yang didanai dad  Dana Desa sesuai dengan
periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama
besar atau kurang dan i yang tertera dalam DPA.
Dalam pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kaur a tau  K a s i  menyertakan laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
Berdasarkan laporan dan i Kaur  atau Kasi sebagaimana
dimaksud p a d a  a y a t  ( 2 ) ,  Kepala  Desa  melaporkan
perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada
Camat setiap bulan, pal ing lambat tanggal 1 0  bu lan
berikutnya.

Pasal 14
(1) Penggunaan anggaran yang diterima dan pengajuan SPP

oleh Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam PasAl 13
untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang
ditakukan secara swakelola t idak boleh lebih d a n  1 0
Isepuluh) hari kerja.

(2) Setelah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kaur dan Kasi wajib
menyampaikan pertanggungjawaban peneairan anggaran
dalam b e n t u k  b u k t i  t ransaks i  pembayaran kepada
Selcretaris Desa.

(3) D a l a m  h a l  pembayaran  pengadaan  b a r a n g / j a s a
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilalcukan
dalam waktu 1 0  (sepuluh) har i  kerja, Kaur  dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran harus mengembalikan dana
yang sudah  di ter ima kepada K a u r  Keuangan u n t u k
disimpan dalam RKD.

(4) Selu-etaris Desa memeriksa kesesuaian bulcti transaksi
pembayaran y a n g  disampaikan o leh  K a u r  d a n  K a s i
sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 2 )  d e n g a n
pertanggungjawaban p e n e a l r a n  a n g g a r a n  y a n g
disampaikan.

(5) D a l a m  h a l  j um lah  realisasi pengeluaran pembayaran
barang/jasa lebih keell dan i jumlah uang yang diterima,
Kaur d a n  K a s i  pelaksana kegiatan anggaran h a r u s
mengembalikan sisa uang ke
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Pasal 15
Ketentuan m e n g e n a i  d o k u m e n  p e n g a d a a n  b a r a n g / j a s a
pelaksanaan kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dan i Peraturan Bupati mi.

Pasal 16
(1) Penga juan  S P P  u n t u k  k e g i a t a n  y a n g  s e l u r u h n y a

dilaksanakan m e l a l u i  penyedia  barang/ jasa  d i l akukan
setelah barang/jasa diterima.

(2) Penga juan  S P P sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  (1 )
dilampiri dengan:
a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
b. b u k t i  penerimaan barang/jasa di tempat.

(3) D a l a m  setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekrctaris Desa harus:
a. mene l i t i  kelengkapan permintaan pembayaran y a n g

diajukan o l e h  K a u r  d a n  K a s i  pe laksana keg ia tan
anggaran;

b. mengu j i  kebenaran perhi tungan tag ihan a tas  beban
APB D e s a  y a n g  t e r c a n t u m  d a l a m  p e r m i n t a a n
pem bayaran;

c. m e n g u j i  ketersedian dana  u n t u k  kegiatan dimaksud;
dan

d. meno lak  pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabi la t i dak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(4) Be rdasa rkan  SPP yang telah diverif ikasi Sekretaris Desa
sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 3 )  K e p a l a  D e s a
menyetujulpermintaan pembayaran.

(5) K a u r  Keuangan melakukan  pencairan anggaran sesuai
dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapat
persetujuan Kepala Desa.

Pasal 17
(1) S e t i a p  pengeluaran Dana Desa yang menyebabkan beban

atas anggaran belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) K a u r  Keuangan sebagai wa j ib  pungrut pa jak  melakukan
pemotongan pajak terhadap pengeluaran Dana Desa atas
beban belanja barang/jasa dan modal, dan  menyetorkan
seluruh penerimaan pajak yang dipungut ke Rekening Kas
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
u ndangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa

(2)

Pasal 18
Untuk melaksanakan kegiatan yang didanai dan i Dana Desa
dapat d ibentuk TPK, yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.
TPK sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  (1 ) ,  be r tugas
membantu Kaur  atau Kasi dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa yang karena si fat  dan  jenisnya t idak  dapat
dilakukan sendiri.
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(3) T P K  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pal ing sedikit
terdiri dan i atas:
a. k c t u a ;
b. sekretar is;  dan
c. anggota.

(4) T P K  sebagaimana d imaksud p a d a  ayat  (3)  berasal da r i
perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa clan unsur
masyarakat lainnya yang berasal dan i Kader Pemberdayaan
Masyarakat D e s a  d a n / a t a u  t o k o h  masyarakat  l a i nnya
sesuai bidang keahlian.

(5) Pe rangka t  D e s a  sebagaimana d imaksud  p a d a  aya t  (4 )
berasal dan i unsur  perangkat wilayah sesuai bidang tugas.

(6) D a l a m  rnenjalankan tugas,  TPK sebagaimana d imaksud
pada ayat (1) melaksanakan kegiatan Dana Desa mulai dani
tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan.

(7) K e p a l a  D e s a  mengoordinasikan pe laksanaan keg ia tan
Dana D e s a  y a n g  di lalcsanakan o l e h  perangka t  D e s a
dan/atau u n s u r  masyarakat Desa lainya yang tergabung
dalam TPK.

(8) Pengoordinasian Kepala Desa atas pelaksanaan kegiatan
Dana D e s a  sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 7 )
dilakukan setelah APB Desa ditetapkan, mel iput i :
a. t a h a p  persiapan; dan
b. t a h a p  pelaksanaan.

Pasal 19
(1) P a d a  t a h a p  pers iapan,  pengoordinasian K e p a l a  D e s a

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18  ayat  (8) h u r u f  a,
meliputi:
a. penetapan pelaksana kegiatan/TPK;
b. penynsunan rencana kerja;
c. sosial isasi  dan/atau publikasi kegiatan;
d. pembekalan pelaksana kegiatan;
e. peny iapan dokumen administrasi;
f. pengadaan  tenaga kerja; dan
g_ pengadaan bahan/material.

(2) P a d a  t a h a p  pelaksanaan, pengoordinasian Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat  (8) h u r u f  b,
meliputi :
a. r a p a t  kerja pelaksanaan kegiatan;
b. pengendal ian pelaksanaan kegiatan;
c. pe rubahan  pelaksanaan kegiatan;
d. penanganan pengaduan dan penyelesakark masalah;
e. pe laporan  hasil pelaksanaan kegiatan;
f. per tanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; clan
g. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

(3) D a l a m  m e n d u k u n g  e f e k t i v i t a s  d a n  e f i s i e n s i  a t a s
pelaksanaan setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dark ayat (2), Kepala Desa didampingi pendamping
Desa d a n  pendamping l o k a l  D e s a  u n t u k  member ikan
bimbingan, fasilitasi, koordinasi, supenrisi dan evaluasi.

(4) S e b e l u m  pe laksanaan  k e g i a t a n  d i m u l a i ,  u n t u k  j e n i s
pekerjaan konstruksi, ja lan/rabat beton dan lain-lain yang
membutuhkan campuran dengan kualif ikasi tertentu, agar
dilakukan tr ial terlebih dulu.
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BAB V
PUBLIKAS1

Pasal 20
(1) P e m e r i n t a h  Desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan

Dana Desa terhitung sejak APR Desa ditetapkan.
(2) P u b l i k a s i  sebagaimana d imaksud p a d a  aya t  (1 )  pa l i ng

sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, clan besaran
all ggaran.

(3) P u b l i k a s i  d i l a k u k a n  m e l a l u i  s i s t e m  i n f o r m a s i  D e s a
dan/atau media publ ikasi  la innya yang berada d i  ruang
publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.

(4) M e d i a  pub l i kas i  l a innya  yang  berada d i  r u a n g  p u b l i k
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. ba l l ho ;
b. p a p a n  inforrnasi Desa-,
c. m e d i a  elektronik;
d. m e d i a  cetak;
e. m e d i a  sosial;
f. w e b s i t e  Desa;
g. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
h. m e d i a  lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Pasal 21
(1) Pemer in tah  D e s a  y a n g  t i d a k  mempubl ikas ikan f o k u s

penggunaan D a n a  Desa sebagaimana d imaksud  d a l a m
Pasal 2 0  ayat (1) dikenai sanksi  berupa t idak berwenang
mengalokasikan dana operasional Pemerintah Desa paling
banyak 3% (tiga persen) dad pagu Dana Desa selain un tuk
koperasi desa merah putih setiap Desa pada tahun anggaran
berikutnya.

(2) K e t a a t a n  Petnerintah D e s a  terhadap ke ten tuan  s a n k s i
sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1) di laksanakan o leh
aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.

(3) H a s i l  pengawasan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)
dilaporkan oleh Bupat i  kepada Menteri dengan tembusan
disampaikan k e p a d a  m e n t e r i  y a n g  menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 22
(1) K e p a l a  D e s a  menyampaikan l apo ran  penetapan f o k u s

penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
(2) L a p o r a n  d isampa ikan  d a l a m  b e n t u k  d o k u m e n  d i g i t a l

menggunakan s is tem informasi  Desa  dan /a tau  ap l ikas i
lainnya y a n g  d ised iakan  o l e h  kemente r ian  d a n / a t a u
lembaga.

(3) L a p o r a n  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi
dengan dokumen Peraturan Desa tentang RKT Desa dan
Peraturan Desa tentang APB Desa.

(4) D a l a m  ha l  laporan sebagaimana dimaksud pada ay-at (2)
t idak dapat disampailcan dalam bentuk  dokumen digital,
kepala Desa dapat menyampaikan laporan penetapan fokus
penggunaan D a n a  Desa kepada Menter i  d a l a m  b e n t u k
dokumen



(5) L a p o r a n  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d i lakukan
paling Iambat  1  (satu) bu lan  te rh i tung sejak RKP Desa
ditetapkan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 23
(1) B u p a t i  m e l a k u k a n  p e m b i n a a n  m e l a l u i  sos ia l i sas i ,

pemantauan, dan  evaluasi fokus penggunaan Dana Desa
sesuai dengan kewenangannya.

(2) P e m b i n a a n  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh p e r a n g k a t  D a e r a h  y a n g  melaksanalcan u r u s a n
pemerintah bidang pemherdayaan masyarakat dan  Desa
dan dapa t  d ibantu o leh Tenaga Pendamping Profesional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) P e m b i n a a n  sebagaimana d imaksud pada  aya t  (1) dapa t
menggunakan sistem informasi Desa.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 24
(1) Pengawasan p e l a k s a n a a n  p e n g g u n a a n  D a n a  D e s a

dilaksanakan oleh:
a. a p a r a t  pengawas internal Pemerintah Daerah;
b. b a d a n  permusyawaratan Desa; dart
c. masyarakat  Desa.

(2) Pe laksanaan pengawasan o leh aparat  pengawas internal
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
h u m f  a  d i lakukan sesuai  dengan ketentuan peraturan
peru ndang- u ndangan .

BAB DC
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar s e d a p  o r a n g  m e n g e t a h u i n y a ,  m e  meri n tah kan
pengundangan Peraturan Bupa t i  i n i  dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 26 Mei 2026
BUPATI GROBOGAN,

Cap T T D

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 26 Mei 2026

SEKRETAR1S DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

Cap T T D
ANANG ARMUNANTO

BER1TA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026 NOMOR 12
Salinan sesuai  dengan  asl inya
KEPAILA BAGIAN H U K O M

Tolah ditandatangani
tecara elektronlk oleh:

RIADQA PRIANIBODO. S.H.
Pembina
NIP. 1 9 8 2 0 9 2 9  2 0 0 5 0 1  1  0 0 6
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 12 TAIIUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN YANG DIDANAI DARE
DANA DESA TAHUN 2026

PETUNJUK TEKNIS
ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026

BAB
PENDAHULUAN

A. L a t a r  Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2025  tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Dana Desa diutamakan
penggunaannya untuk mendukung SDGs Desa melalui kegiatan penanganan
kemiskinan ekstrem melalui B LT  Desa dengan target keluarga penerima
manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan, penguatan desa
berketahetnan i l d i m  d a n  tangguh bencana,  peningkatan promosi  d a n
penyediaan layanan dasar kesehatan sicala Desa, program ketahanan pangan
atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa Eainnya, dukungan
implementasi Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur D e s a  me la lu i  P a d a t  K a r y a  Tu n a i  D e s a ,  pembangunan
infrastruktur digital dan telmologi di Desa, dan program sektor prioritas lainnya
di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa. Dana Desa
dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer
ke Daerah memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa selain diprioritaskan
untuk mendanai  pembangunan d a n  pemberdayaan masyarakat sesuai
kewenangan, pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa
setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalarn
peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dart alokasi
Transfer Ke Daerah.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang Pereepatan Ptanbentukan Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih, memandatkan Menteri Desa clan Pembangunan Daerah
Tertinggal untuk menginventarisasi potensi Desa, membentuk/memfasilitasi pengadaan
labanitanah untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, melaksanakan strategi dan
Icebijakan pembangunan Desa untuk percepatan pembentukan 80.000 (delapan puluh
ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, metalculcan sosialisasi pendarnpingan dan
peningkatan partisipasi masyarakat Desa dalam upaya optimalisasi pengelolaan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, melakukan pemantauan d a n  evaluasi
pelalcsanaan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan
Merah Putih, memberikan fasilitasi pembettlayaan dalarn pembentukan 80.000 (delapan
puluh rihu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dart membantu pelaksanaan tugas
Satuan Tugas Pemepatan Pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih_

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik
Gerai, Pergudangan, dan  Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kementerian mernad tugas dart tanggungjawab menyusun dan menetaplcan kebijakan
penggunaan Dana Desa untuk percepatan pembangunan fistic gerai, pergudang,an, dan
kelenglcapan Koperasi Desa Merah Putih dart mendomng optimalisasi pendapatan ash
Desa pada anggaran pendapatan dart helm.* Desa
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B. Tu j u a n
Petunjuk tekn is  a t a s  f o k u s  penggunaan  D a n a  D e s a  Ta h u n  2 0 2 6

bertujuan u n t u k  memberikan a rah  penggunaan D a n a  Desa sesuai dengan
prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan clan
memberikan petunjuk mengenai prosedur penggunaan Dana Desa.
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BAR H
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Penanganan Kemiskinan Ekstrem dengan Penggunaan Dana Desa u n t u k  BLT
Desa
1. Mekan isme  Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

a. Penetapan ke luarga  pener ima manfaa t  d ipu tuskan  be rsama d a l a m
Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga misk in  ekstrem.
Identifikasi keluarga miskin ekstrem di lakukan MCIFIllli pemeringkatan
berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan Data Pemerintah
sebagai acuan.

b. C a l o n  keluarga penerima manfaat  B LT  Desa dipr ior i taskan keluarga
miskin ekstrem yang berdomisill di Desa bersangkutan berdasarkan data
yang ditetapkan oleh Pemerintah.

C. D a l a m  hal  Desa t idak memil iki  data keluarga miskin berdasarkan data
yang ditetapkan oleh Pemerintah, Kepala Desa dapat menetapkan calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan lcriteria:
1) keh i langan mata peneaharian;
2) mempunya i  anggota keluarga yang  rentan sak i t  menahun,  s a k i t

kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
3) t i d a k  menerima bantuan sosial program ketuarga harapan;
4) r u m a h  tangga dengan anggota tunggal larkjut usia; dan/atau
5) perempuan kepala keluarga dan i keluarga miskin.

d. D a f t a r  ke luarga  pener ima man faa t  d i bahas  c lan  d isepakat i  da la rn
Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

2. A p a b i l a  Data Pemerintah belum tersedia, maka penetapan keluarga penerima
manfaat melalui mekanisme:
a. Proses Pendataan

1) Perangkat  D e s a  meny iapkan d a t a  D e s a  y a n g  mencakup  p r o f i l
penduduk D e s a  berdasarkan  u s i a ,  kesejahteraan,  pend id i kan ,
kesehatan, clan disabilitas;

2) Pemer intah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan misk in
ekstrem c a l o n  ke lua rga  pener ima  man faa t  B LT  Desa ,  dengan
melibatkan masyarakat Desa dan u n s u r  masyarakat Desa, sesuai
dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan

3) Pemerintah Desa melakukan pendataan m u l a i  d a n  t ing lmt  rukun
tetangga. rukun warga, dan dusun.

b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan
1) Pemer intah Desa menghimpun hasil pendataan dan i rukun tetangga,

rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta
tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT Desa, hal
yang dilalcukan adalah sebagai berikut:
a) mengident i f ikasi  keluarga misk in ekstrem u n t u k  dipriori taskan

menjadi penerima BLT Desa; dan
b) me lakukan  ver i f i kas i  s t a t u s  kependudukan  c a l o n  k e l u a r g a

penerima m a n f a a t  B L T  Desa  berdasarkan d a t a  administrasi
kependudukan yang  d imi l i ld  o leh desa a tau  d a t a  dan  i d inas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten.

2) j i k a  d i temukan keluarga calon pener ima manfaat  B LT  Desa yang
tidak m e m i l l k i  n o m o r  i n d u k  kependudukan,  Pemer in tah  D e s a
menerbitkan surat keterangan domisill. CaIon pencrima manfaat BLT
Desa y a n g  hanya memi l i k i  s u r a t  keterangan tersebut  kemud ian
difasilitasi P e m e r i n t a h  D e s a  u n t u k  m e n d a p a t k a n  l a y a n a n
administrasi kependudukan dan pencatatan

c. Proses  Validasi dan Penetapan 1-lash l Pendataan
1) Pemer intah Desa memfasifitasi badan perrnusyawaratan Desa un tuk

melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan
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masyarakat clan pihak lain yang terkait untuk  membantu validasi data
calon keluarga penerima manfaat BLT Desa_

2) berdasarkan h a s i l  musyawarah  te rsebut ,  d a f t a r  ca lon  ke luarga
penerima manfaat  BLT Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.

3) Kepu tusan  Kepala Desa paling sedikit memuat:
a) N a m a ,  n o m o r  ident i tas penduduk  elan a lamat  calon keluarga

penerima manfaat;
b) r i n c i a n  c a l o n  ke lua rga  pener ima man faa t  berdasarkan j en i s

kelompok pekerjaan;
c) j u m l a h  calon keluarga penerima manfaat; clan
d) ka tegor i  keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan hasil

Musyawarah Desa.
4) Keputusan  Kepa la  Desa mengenai  penetapan keluarga pener ima

manfaat dilaporkan kepada bupati melalui cAmat.
d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat

1) j i k a  terdapat pembahan keluarga penerima manfaat BLT Desa karena
meninggal dunia atau t idak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima
manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerirna
manfaat yang  baru d e n g a n  memperhat ikan k r i t e r i a  y a n g  telah
ditentukan;

21 Pemer intah D e s a  memfas i l i tas i  b a d a n  permusyawaratan D e s a
menyelenggarakan Musyawarah Desa  k h u s u s  u n t u k  menetapkan
daftar keluarga penerima manfaat yang baru;

31 d a l a m  ha] tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena
sudah t i d a k  a d a  lagi  ke luarga yang memenuhi  k r i te r ia  keluarga
penerima manfaat  berdasarkan has i l  Musyawarah Desa  khusus ,
alasan tersebut wajib dijelaskan dalarn berita acara hasil Musyawarah
Desa khusus;

4) d a f t a r  keluarga penerima manfaat  yang  ba ru  d i te tapkan dengan
Keputusan Kepala Desa; dan

5) Keputusan K e p a l a  D e s a  mengena i  pe rubahan  a l a s  penetapan
keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati melalui camat.

3. Melcanisme Pembayaran M i r  Desa
Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan
metode non tuna i  d a n  d ibayarkan sesuai  dengan pera turan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pembayaran BLT Desa.

B. Penguatan Desa Berketahanan Ikl im dan Tangguh Bencana
I M i t i g a s i  perubahan ikl im dan risiko bencana yang kegiatannya dapat

dilakukan sesual kebutuhan di Desa, seperti:
a. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti pengadaan alat

angkut s a m p a h ,  pembangunan/pemel iharaan t e m p a t  pembuangan
sampah s e m e n t a r a ,  p e n g a d a a n  p e r a l a t a n  u n t u k  p e m a n f a a t a n
sampah/limbah, pelatihan pengelolaan sarnpah, l imbah padat dan cair
bagi masyarakat Desa;

b. pengelolaan l a h a n  per tan ian rendEth emis i  g a s  r u m a h  k a c a  sepert i
pembukaan lahan tanpa bakar  melalui Padat Karya Tuna] Desa (t idak
untuk membell lahan);

c. peningicatan d a n / a t a u  memper tahankan  t u t u p a n  vegetasi ,  s e p e r t i
pemeliharaan lahan mela lu i  kegiatan pelestarian hu tan  berkelanjutan
skala Desa;

d. pencegahan d a n  penanggrulangan kebakaran  h u t a n ,  l a h a n ,  seper t i
pembangunan/ pemeliharaan s u m u r  bo r / sumur  pompa, snluran a i r  d i
lokasi lahan gambut, talud;

e. penyediaan m e d i a  komun ikas i ,  i n fo rmas i ,  d a n  e d u k a s i  mengena i
kebijalcan pelestarian lingkungan Desa serta sosialisasi emisi gas rumah
kaca; dan
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f. kegiatan mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi,
bencana geologi d a n  bencana n o n  a l -am la innya sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana, meliput:
a. pengendalian kekeringan, b a n j i r  d a n  longsor, sepert i  pembuatan

penampung/pemanen/peresapart a i r  h u j a n  u  ntu k meningkatkan
cadangan air  permukaan/tanah, pembuatan/perbaikan saluran ai r  d i
area rentan banjir, penanarnan pohon di lahan tandus yang merupakan
wilayah Desa dan/atau di lereng dengan strulctur beton penahan longsor,
dan pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir clan longsor, clan

b. kegiatan adaptasi darnpak perubahan ildim dan penanggulangan bencana
hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai
dengan kewenangan Desa dart diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Peningkatan Promosi Dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa
1. Revitalisasi pos kesehatan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan

dalam Musyawarah Desa meliputi pengembangan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana pos kesehatan Desa serta bantuan operasional untuk akses
layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang
belum memiliki akses layanan kesehatan.

2. Pencegahan dan penurunan stunting berupa:
a. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan Stunting

fl remaja putri;
2) calon pengantin;
3) i b u  hamil, menyusui, nifas; dan
4) bay i  usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung
(intervensi spesif ik) ter jad inya Stunting sesuai  kebu tuhan  d a n
kewenangan Desa, meliputi:
1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
2) pemantauan tumbuh kembang balita;
3) pemberian makanan tarnbahan diutamalcan pangan lokal dan diolah

sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral,
cukup karbohidmt. Pemberian makanan tambahan berupa makanan
siap santap dan  bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau
makanan sclingan/ kudapan.
a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan

ibu harnil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan
yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi
sumber daya clan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber
karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan
untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi
pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber
pendanaan lainnya.

b) pemberian makanan tambahan penvuluhan merupakan makanan
tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan
keluarga yang dikonsumsi sehari-hari) yang diberikan kepada
balita 6  (enam) bulan sampai 59 (lima puluh sembilan) bulan
berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang
baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi
seimbang.

c) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan
bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, a i r  susu ibu, makanan
pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang)
serta melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (not)
sampai dengan 59  (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga
dalam pelaksanaan imunisasi;
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d) pelatihan pengolahan makanan pendamping a i r  susu  i b u
menggunakan pangan lokal; dan

e) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung
(intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalarn Musyawarah Desa.

c. Jen is  kegiatan yang dilaksanakan un tuk  mengatasi penyebab tidak
langsung terjadinya Stunting (intervensi sensitit) sesuai kebutuhan dan
kewenangan Desa, meliputi:
I) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran

in p e n c e g a h a n  dan penurunan Stunting;
2) penyuluhan d a n  edukasi  ten tang  keluarga berencana pasca

persalinan dan pencegahan perkawinan dini;
3) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan

tambahan lokal;
4) Sosialisasi dan edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan

serta pembudayaan perilaku hiduo bersih dan sehat;
5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia

dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
6) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga serta penyediaan

akses air minum layak clan aman bagi mmah tangga; dan
7) kegiatan yang  dilaksanakan u n t u k  mengatasi penyebab t i d a k

langsung terjadinya Stunting (intervensi sensitit) la innya sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

d. Ta t a  k e l o l a  pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan d a n
penurunan Stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos

pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader
kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;

2) pertemuan konsolidasi data dan i berbagai sistem data yang ada di
Desa meliputi sistem informasi Desa dan pen3rusunan laporan hasil
pemantauan cakupan lavanan. Dalam upaya percepatan penurunan
stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan
yang dapat diakses oleh kelompok sasaran;

3) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah
Desa;

4) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan
kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;

5) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos
pelayanan terpadu di  bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak
usia dini yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala
Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting
di Desa;

6) penyediaan fasilitas atau alat bantu kerja bagi kader yang mendukung
pelaksanaan percepatan stunt ing d i  Desa u n t u k  kader sesuai
kewenangan Desa; dan

7) kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular berupa promosi layanan
dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyalcit menular dan
penyakit tidak menular termasuk tuberlculosis clan masalah kesehatan jiwa.
a. jen is  kegiatan promosi  layanan dasa r  kesehatan d a l a m  rangka

penanggulangan penyakit menular meliputi HIV/AIDS, tuberkulosis,
malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit tropik
terabaikan (neglected tropical diseases), dan/atau penyakit menular
lainnya dan penyakit tidak menular meliputi kesehatan jiwa, hipertensi,
diabetes, penyakit jantung clan penyakit tidak menular lainnya, meliputi:
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1) komun i kas i ,  informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan
sehat serta kegiatan surveilans herbasis masyarakat;

2) advokas i  dan edukasi tentang komunikasi antEtr personal, pertolongan
pertarna pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan
jiwa, pengasuhan positif bagi keluarga;

3) pengadaan a la t  bantu,  media komunikasi,  informasi, dan  edukasi
tentang perilaku hidup bersih dan sehat;

4) pengelolaan sanitasi  dan  a i r  m i n u m  yang bail( u n t u k  pencegahan
penyakit;

5) pe la t iban  kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
6) penguatan  d a n  fas i l i tas i  masyarakat  Desa  da lam  kesiapsiagaan

menghadapi wabah penyakit menular/kejadian luar biasa;
7) pembudidayaan dart pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan

produk hort ikul tura serta tanarnan obat tradisional Desa;
8) kampanye  dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang

nyamuk, kebersihan Desa, o lahraga bersama, Desa  tanpa  rokok
untuk  penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan

9) d u k u n g a n  u n t u k  pembentukan d a n  penyclenggaraan Desa  s iaga
tuberkulosis melipu ti:
a) d u k u n g a n  k o m p l e m e n t e r  u n t u k  p a s i e n  d a n  p e n y i n  t as

tuberkulosis seperti sembako, makanan tambahan, suplemen clan
lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;

b) d u k u n g a n  biaya atau penyediaan transportasi pasien tuberkulosis
untuk mengakses rumah sakit/fasil itas pelayanan kesehatan bagi
keluarga miskin atau miskin ekstrem

c) d u k u n g a n  insentif dan peningkatan kapasitas untuk kader;
d) d u k u n g a n  promosi  kesehatan d a n  gerakan masyarakat h i d u p

sehat dalam rangka penanggulangan tuberkulosis; clan
e) pen ingka tan  keterarnpilan pas ien  d a n  peny in tas  tuberkulos is

untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup
pasien dan penyintas tuberkulosis.

b. keg ia tan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan
dalam rangka penanggulangan penyaki t  menu la r  dan  penyaki t  t i dak
menular termasuk masalah gangguan kesehatan j i w a  la innya sesual
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Pencegahan d a n  pemberantasan penyalahgunaan d a n  peredaran ge lap
narkotika clan prekursor narkotika meliputi:
a. komun ikas i ,  i n fo rmas i ,  d a n  e d u k a s i  pencegahan penyalahgunaan

narkoba kepada seluruh unsur  masyarakat Desa;
b. pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan

perilalcu men3rimpang penyalahgunaan narkoba; clan
c. keg ia tan  pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkotika dan prelcursor narkotika lainnya yang berpedoman pada
Peraturan Badan Narkotika Nasional sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Program Ketahanan Pangan a t a u  L u m b u n g  Pangan, Energ i ,  d a n  Lembaga
Ekonomi Desa lainnya
1. Program ketahanan pangan a tau  l umbung  pangan d i  Desa dilaksanakan

berbasis tematik berdasarkan aspek:
a. Ketersediaan pangan  d a n  i has i l  p roduks i  masyarakat  d a n  l umbung

pangan di Desa, diantaranya:
1) penyelenggaraan cadangan pangan Desa;
2) pengembangan pekarangan pangan bergizi;
3) pemanfaatan dan pengembangan tanah kas Desa, pembukaan lahan

(tidak membel i  lahan)  u n t u k  pertanian,  perkebunan,  petemakan
dan/atau perikanan terpadu melalui Padat Karya Tunai Desa:

4) penyediaan benih dan bibit tanaman, temak, dan limn;
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5) pelatihan budidaya  d a n  pengelolaan h a s i l  p a n e n  pertanian,
perkebunan, perhutanan, petemakan dan/atau perikanan;

6) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai
kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;

7) pengembangan, pengelolaan d a r t  pemel iharaan in f ras t ruktur
pendukung lumbung pangan Desa; dan

8) prograrnikegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan
dan i hasil produksi masyarakat Desa dan lumbung pangan sesuai
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. Keterjangkauan Pangan untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan
pemasaran pangan di Desa meliputi:
1) pemeliharaan jalan usaha pertanian, peternakan, d a n  perikanan

secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
2) progrramikegiatan keter jangkat tan  p a n g a n  l a i n n y a  s e s u a i

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
c. Pemanfaatan pangan di Desa, diantaranya:

1) sosialisast dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang,
dan arnan:

2) peningkatan keterampilan dalam pengembangan oiahan pangan lokal;
3) pengembangan d a n  diseminasi  teknologi t e p a t  g u n a  u n t u k

pengolahan pangan lokal;
4) edukasi, advokasi clan sosialisasi tentang pangan yang aman, higienis,

berTnutu, dan t idak bertentangan dengan agarna, keyakinan, dan
budaya masyarakat di Desa; dan

5) program/kegiatan pemanfaatan pangan lainnya sesuai kewenangan
Desa clan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Program swasembada energi melalui  pemanfaatan energi  terbarukan,

a. pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan
tebu menjadi biofuel;

b. pengolahan kayu dan limbahnya, seperti sisa kayu, pelet kayu, serpihan
ka3ru, serbuk gergaji menjadi biomassa;

C. Instalasi pengolahan limbah petemakan dan kotoran manusia menjadi
biogast gas alam terbarukan;

d. pembuatan bioetanol dan i ubi kayu dan biodiesel dan i limbah minyak
goreng; dan

e. program/kegiatan swasembada  e n e r g i  l a i n n y a  s e s u a i  d e n g a n
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pelaksanaan program ketahanan pangan a t a u  lumbung pangan d a n
swasembada energi dapat ditakukan oleh lembaga ekonomi Desa lainnya,
seperti Badan Usaha Mi lk  Desa/Badan Usaha Milik Desa bersaina, Koperasi
Desa Merah Putih sena kerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
yang berada di Desa.

E. Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih
Fokus penggunaan dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa
Merah Putih dapat digunakan untuk pembayaran seturuh kewajiban yang timbul
atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan,
dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Pulth sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pembangunan lisik
gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.

F. Pembangunan dan  Pemeltharaan Infrastruktur Desa melalui Program Padat
Karya Tunai Desa
1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskart pada pembangunan sarana

prasarana infrastruktur produktil di Desa atau pendayagunaan sumber daya
alam d e n g a n  memperhatikan pelestarian l ingkungan d a n  berbasis
pemberdayaan Masyarakat.
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2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
a. Inidusil

melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas,
dan penganut kepercayaan.

b. Partisipatif
dan, oleh, clan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong
dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

c. transparan dan akuntabel
mengutamakan prinsip transpamn dan akuntabel baik secara moral,
teknis, legal maupun administratif kepada semua

d. Efektif
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya
bell masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, clan
pelestarian yang berkelanjutan.

e. swadaya clan swakelola
mengutamakan swadaya masyarakat dengan berbagai b e n t u k
sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta
dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.

3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengab pengang,gur, perempuan
kepala ketuarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal
lainnya.

4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
5. Upah kerja dihitung dengan ketentuan:

a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dani
total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya
Tunai Desa;

b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencalcup pembayaran
tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan,
penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
clan

c. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas
upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah
Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum
Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati,
atau menggunalcan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran
tenaga kerja setempat.

6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai  Desa untuk  pembangunan d a n
pemeliharaan infrastruktur Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

7. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan padat karya tunai desa dapat
digunakan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.

G. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Telmologi di Desa
1. Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Digital dan

Telcnologi d i  Desa difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan
lavanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di
daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur
teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya
teknologi lainnya.
Kegiatan peningkatan kual i tas D e s a  y a n g  mas ih  membutuhkan
pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa,
a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik altematif yang

belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
1) pembanglcit listrik tenaga mikrohidro, biodiesel, panel surya clan

tenaga angin;
2) jaringan distribusi tenaga Listrik; dan



- 21

3) kegiatan la innya  u n t u k  pembangunan, pengembangan d a n
pemeliharaan l istr ik altematif  d i  Desa  yang sesuai dengan
kewenangan Desa clan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet
seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan
langganan akses intemet sesuai kewenangan Desa; dan

c. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa
yang belum memiliki).

2. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa merupakan konsep
pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti inter-net,
telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya Kegiatan pengembangan
Desa digital, melalui:
a. aksesjaringan internet untuk warga Desa;
b. website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan

nama domain alarnat elektronik dalam negeri yaitu desa_id;
c. penyediaan layanan yang bekerja sama dengan operator internet;
d. pemberdayaan komunitas informasi masyarakat d i  D e s a  serta

peningkatan kapasitas literasi digital; dan
e. kegiatan pengembangan desa digital lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pendataan Desa

a. dana pembekalan;
b. dana transportasi;
c. dana konsumsi; d.
d. pembelian telepon genggam dengan spesillkasi paling rendah random

access memory 4 (empat) gigabyte dan penyimpanan 64 (enam puluh
empat) gigabyte; dan/atau

e. pulsa internet bulanan•

H. Program sektor prioritas lainnya
Program sektor prioritas lainnya di Desa adalah program yang merupakan
kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian mendesak yang diputuskan melalui
musyawarah Desa.

I. D a n a  Desa untuk operasional pemerintah Desa dapat digunakan untuk kegiatan:
1. Koordinasi

Kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat
meliputi:
a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa clan kuota internet;
b. kegiatan rapat/pertemuan d a l a m  r a n g k a  koordinasi  y a n g

diselenggarakan di Desa; dan
C. pelaksanaan koordinasi dan i Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten

setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti
penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi
dan/atau menghadiri undangan dan i supra Desa terkait pelaksanaan
Dana Desa

2. Penanggulangan kerawanan sosial Masyarakat
Pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
a  kemiskinan/ kesusahan /musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:

1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses
darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dan i Desa; dan

2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem
seperti kain kalan dan peti jenazah.

b. konflik sosial, meliputi:
1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya

transportasi elan konsumsi forum mediasi;
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2) b iaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa
seperti biaya transportasi clan konsumsi; dan

3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai
upaya pencegahan konnik sosial seperti pembiayaan konsumsi.

c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
2) b iaya transportasi Pemerintah Desa dalam merespon bencana di Desa

yang belum mendapat intervensi dan i supra Desa; dan
3) kegiatan rapat iper temuan d a l a m  r a n g k a  pencegahan d a n

penanggulangan kerawanan sosial.
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa

a. protokoler, seperti penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa.
1) pemberian bantuan untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya

yang berasal dad keluarga miskin di Desa, meliputi:
a) bantuan seragam;
b) perlengkapan sekolah; dan
c) piagam atau plakat apresiasi.

2) kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
al periengkapan olahraga untuk karang taruna;
b) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
c) penyelenggaraan acara adat di Desa; clan
d) penyelenggaraan hari besar keagamaan di Desa.

3) pengruatan rasa  kebangsaan, persatuan d a n  kesatuan, sepert i
penyelenggaraan lomba petingatan har i  nasional antara lain had
kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional,
dan peringatan hari nasional lainnya.

4) kegiatan promosi, meliputi:
a) promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa

antara lain mengadakan pameran produk lokEil Desa, pembuatan
spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau

b) promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan
website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.

b. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu
tugas Pemerintah Desa, meliputi:
1) piagam atau plakat apresiasi; dan
2) penyelenggaraan acara apresiasi bag i  tokoh  berjasa d i  Desa.

Pemberian apresiasi y a n g  bersumber d a n  i d a n a  operasional
pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi a tau yang
menabantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

J. Dana  Desa dilarang untuk:
1. pembayaran honorarium kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota

Badan Permusyawaratan Desa;
2. perjalanan dinas kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan

Permusyawaratan Desa ke luar dad wilayah Daerah;
3. pembayaran iu ran  jarninan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial

ketenagakerjaan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan
Permusyawaratan Desa;

4. pembangunan kantor desa atau balai desa, kecuali untuk rehabilitasi atau
perbaikan ringan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh l ima juta
rupiah);

5. menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat Desa,
dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;

6. menyelenggarakan bimbingan teknis dan/atau studi banding keluar wilayah
Daerah;

7. membayar kewajiban y a n g  h a r u s  d ibayar  p a d a  t a h u n  sebelumnya
sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025,
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Nomor S E - 2 / M K / 0 8 / 2 0 2 5 ,  N o m o r  1 0 0 . 3 . 2 . 3 / 9 6 9 2 / S 4 2 0 2 5  t e n t a n g
Penjelasan Tindal( Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Ta h u n  2025
tentang Perubahan atas Peraturan Mentert Keuangan Nomor 1O8 Ta h u n  2O25
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran
Dana Desa Tahun Anggaran 2O25; dan

8. pember ian  bantuan hukum bagi kepala Desa, penmgkat Desa, anggota Badan
Perrnusyawaratan Desa, dan /a tau  warga Desa yang  berperkara  h u k - u m
melalui jalur pengaditan untuk kepentingan pribadi.
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BAB HI
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA

Kepala D e s a  mengoordinasikan pe laksanaan keg ia tan  D a n a  D e s a  y a n g
dilaksanakan o leh perangkat Desa dan/a tau  u n s u r  masyarakat te rmasuk TPK,
dimulai dan tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan. Un tuk  menjamin
efektivitas pelaksanaan setiap tahapan tersebut, kepala Desa didampingi Tenaga
Pendardping Profesional melalui kegiatan pemberian bimbingan, lasilitasi, verifikasi
dan konsultasi_ Secara r i nc i  set iap tahapan tersebut  dapa t  d iu ra ikan  sebagai
beriku t:

A. Ta h a p  Persiapan
Pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan Dana Desa, di lakukan sedikitnya
melalui 6 (enam) langkah kegiatan sebagai berikut:
I. Penetapan TPK dengan tahapan:

a. Kepa la  Desa menetapkan TPK Dana Desa dengan cara memeriksa daftar
calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang
ditetapkan dalam APB Desa;

b. T P K  terdiri dan i perangkat Desa dan unsur  masyarakat, dengan susunan
sedikitnya terdiri dar i :
1) k e t u a ;
2) sekretar is ;  dan
3) anggota;

c. pe rangka t  Desa sebagaimana dimaksud pada huruf  b berasal dan i unsur
perangkat wilayah sesuai bidang tugas dan unsu r  masyarakat berasal
dan i lembaga kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan tokoh masyarakat lainnya sesuai bidang keahlian;

d. d a l a m  hal TPK mengundurkan din, pindah domisili keluar Desa dan/atau
dikenai sanksi pidana, kepala Desa dapat mengubah TPK; dan

e. T P K  bertugas membantu Kaur/Kasi  dan kepala Desa dalam melakukan
tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan Dana Desa

2. penyusunan rencana kerja dengan tahapan:
a  Bersarna Kaur /Kas i  dan  kepala Desa, TPK menyusun rencana kerja,

memuat antara lain:
1) u r a i a n  kegiatan;
2) b iaya ;
3) w a k t u  pelaksanaan;
4) lokas i ;
5) ke lompok  sasaran;
6) tenaga  kerja; dan
7) d a f t a r  pelaksana kegiatan.

b. Rencana kerja tersebut dapat dituangkan dalam format rencana kerja
sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan dengan keputusan kepala
Desa.

3. Sosialisasi dan /atau publikasi kegiatan.
Kepala Desa melakukan sosialisasi dan/atau publikasi pelaksanaan kegiatan
Dana Desa dengan menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan
rencana kerja kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui cara:
a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan desa;
b. s i s t em informasi Desa berbasis laman;
c. p a p a n  informasi Desa; atau
d. m e d i a  lain sesuai kondisi Desa.
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4. Pernbekalan pelaksana kegiatan dengan tahapan:
a. Kepa la  Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembekalan TPK di

Desa.
b. pelaksanaan pembekalan te rsebut  dapa t  d i l akukan  o l e h  p i h a k  l a i n

melalui kegiatan bimbingan telcnis dengan peserta:
1) perangkat  Desa;
2) pe laksana kegiatan;
3) p a n i t i a  pengadaan barang dan jasa:
4) k a d e r  pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5) u n s u r  masyarakat Desa.

c. m a t e r i  pembekalan bimbingan teknis paling sedikit memuat:
1) pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban kegiatan;
2) pengadaan barang dan jasa;
3) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laical;
4) penyusunan  laporan pelaksanaan kegiatan; dan
5) pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.

5. Penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
TPK berkoordinasi dengan Kaur/Kasi clan kepala Desa, melakukan penyiapan
dokumen administrasi kegiatan paling sedikit memuat:
a. Rencana  Anggaran Biaya clan desain kegiatan;
b. admin is t ras i  keuangan;
c. d a f t a r  masyarakat penerima manfaat;
d. pemya taan  kesanggupan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan;
e. pe ra l l han  halt melalui hibah dan i warga masyarakat kepada Pemerintah

Desa atas lahan atau tanah yang menjadi aset Desa yang terkena dampak
kegiatan pembangunan Desa;

f. j u a l  beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/ tanah yang
terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;

g. pemya taan  kesanggupan d a n  warga masyarakat u n t u k  t idak meminta
ganti r u g i  a t a s  bangunan p r ibad i  d a n / a t a u  tanaman  yang  te rkena
dampak kegiatan pembangunan Desa; clan

h. pemba3raran ganti rugi  atas bangunan pribadi dan/atau tanarnan yang
terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

6. Pengadaan tenaga kerja clan bahan/material dilaksanakan dengan
a. P a d a  pr insipnya pelaksanaan kegiatan Dana  Desa d i lakukan dengan

mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam
dan sumber daya lainnya yang ada d i  Desa dengan mendayagunakan
swadaya dan gotong royong masyarakat;

b. Pendayagunaan sumber  d a y a  manus ia  d i  desa  tersebut,  d i l akukan
dengan cara:
1) pendataan kebutuhart tenaga kerja;
2) pendal taran calon tenaga kerja;
3) pembentukan kelompok kerja;
4) pembagian jadwal kerja; dan
5) penetapan besaran u p a h  dan /a tau  hono r  sesuai ketentuan yang

berlaku;
c. pemanfaatan sumber daya alam di Desa dilakukan dengan cara:

1) pendataan jenis dan potensi material lokal;
2) pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan;
3) penentuan material atau bahan yang disedialcan dan i Desa;
4) penentuan cara pengadaan material atau bahan; dan
5) penentuan harga material atau bahan.

d. besaran harga mater ia l /  bahan disesuaikan dengan perhitungan harga
yang tercantum dalam APB Desa dan sesuai ketentuan dalam Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
21 Ta h u n  2 0 2 0  ten tang  Pedoman U m u m  Pembangunan Desa  d a n
Pemberdayaan Masyarakat  Desa  sebagaimana te lah  d i u b a h  dengan
Peraturan M e n t e r i  D e s a ,  Pembangunan  D a e r a h  Te r t i n g g a l  d a n
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Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
21 Ta h u n  2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;

e. T P K  mendayagunakan swadaya d a n  gotong royong masyarakat,
dilakukan dengan cara:
1) pendataan dan penghimpunan uang/dana, bahan material, maupun

tenaga suka rela dan i swadaya rnasyarakat Desa dan/atau pihak lain;
2) pendataan h ibah atas tanah atau lahan dan i masyarakat Desa

dan/ atau pihak lain;
3) pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
4) penetapan jadwal kerja;

f. j e n i s  dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana
tersebut pada huruf e, sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang
ditetapkan dalarn APB Desa;

g. pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa  tanpa  merugikan h a k
masyarakat miskin a las  aset lahan a tau tanah, bangunan pribadi
dan/ atau tanaman yang ada di atasnya yang terkena dampak kegiatan
pembangunan Desa;

h. kegiatan pembangrunan D e s a  yang  menimbu Ikan dampak b a g i
masyarakat perlu dilaksanakan dengan pemberian ganti kemgian yang
layak dan adil sesuai ketentuan peraturan yang mengatur pengadaan
tanah untuk kepentingan umum;

I. penentuan harga atas lahan atau tanah dalam peralihan hak kepemilikan
dan pemberian ganti rugi ditetapkan sesuai dengan harga pasar;

j. pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak masyarakat
miskin dimaksud menjadi bagian dalam komponen rencana anggaran dan
biaya kegiatan;

k. Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan
sumber daya alam yang ada di Desa, serta mendayagunakan swadaya dan
gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa
melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola;

1. D a l a m  hal melalui mekanisme swakelola tidak dapat dilakukan, maka
pelaksanaan kegiatan Dana Desa dapat dilakukan melalui Penyedia
barang/jasa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

m, pengadaan barang/jasa kegiatan Dana Desa melalui penyedia dilakukan
oleh TPK melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:
1) Persiapan Pengadaan.

a) Melalui  Swakelola dengan tahapan sebagai berikut:
(1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan pengadaan secara

swakelola berdasarkan DPA, terdiri dan:
(a) j adwa l  pelaksanaan kegiatan;
(b) rencana  penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan

peralatan;
(c) garnbar  rencana kerja (apabila diperlukan);
(d) spesifikasi teknis (apabila diperlulcan); dan
(e) Rencana Anggaran Biaya pengadaan, ya i tu  Rencana

Anggaran Biaya yang disusun oleh Kasi/Kaur menjelang
dilaksanakannya kegiatan swakelola_

(2) khusus un tuk  pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan
pengadaan melalui swakelola berupa:
(a) gambar  rencana kerja;
(b) j adwa l  pelakqanaan kegiatan;
(c) spesif ikasi telmis;
(d) Rencana Anggaran Biaya pengadaan dan analisa harga

satuan; dan
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(e) r e n c a n a  penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan
peralatan.

(3) DEdam penyusunan dokumen spesifikasi telcnis dan Rencana
Anggaran B l a y a  pengadaan  p a d a  peker jaan  k o n s t r u k s i
sebagaimana dimaksud pada angka (21 h u r u f  c dan hu ru f  d,
maka u n t u k  jen is  pekerjaan kons t ruks i  ja lan  beton waj ib
mencantumkan k u a l i f i k a s i  t e k n i s  h a s i l  peker jaan  y a n g
direncanakan seper t i  n i l a i  k u a t  tekan  m in ima l  K  225.  d i
samping volume dan/atau jumlah hasil pekerjaan.

(4) penguj ian kuat tekan
(a) u n t u k  mengetahui leb ih  d i n i  gambaran kual i tas beton

maka s e t i a p  p e k e r j a a n  pembangunan  j a l a n  b e t o n
di lakukan pengujian kuat  tekan beton;

(b) s e t i a p  seks i / ruas jalan beton interval panjang 50  (l ima
puluh) mete r  d iambi l  m in ima l  1  (satu) t i t i k  dan  waj ib
dilakukan core drill. Hasii kuat  tekan benda dan i u j i  core
dril l harus sesuai dengan yang disyaratkan;

(c) a p a b i l a  hasil kuat  tekan beton uj i  core dril l  un tuk  setiap
seksi/ruas jalan interval panjang 50 meter memperoleh
nilai kurang dan i 85% (delapan pu luh  l ima per seratus)
dan i n i l a i  k u a t  tekan beton min ima l  yang disyaratkan
maka seksi/ruas jalan yang diwakil i  pengujian core dri l l
mi t i d a k  d i t e r i m a  d a n  b i a y a  p e k e r j a a n  h a r u s
dikembalikan k e  reken ing  k a s  Desa  te rmasuk  b iaya
pekerjaan pembes ian ,  r a b a t  b e t o n  b e s e r t a  b a g i a n
pekerjaan di bawahnya;

(d) a p a b i l a  has i l  k u a t  tekan beton u j i  core dr i l l  berada d i
antara 85% (delapan p u l u h  l i m a  p e r  seratus) sampai
dengan 100% (seratus per seratus) dan i ni lai  kuat  tekan
beton min imal  yang disyaratkan maka seksi / ruas jalan
yang d iwak i l i  penguj ian core dril l  i n i  dapa t  d i te r ima
dengan pengembalian ke rekening kas Desa sebesar1,5%
(satu setengah per seratus) dan  harga satuan pekerjaan
beton u n t u k  setiap pengurangan kelcuatan sebesar 1 %
(satu per seratus) dan nilai kekuatan rencana; dan

(e) d a l a m  hal terladi pengembalian hasil uj i  kuat tekan maka
perhitungan p e n g e m b a l i a n  d i l a k u k a n  o l e h  K a s i
Kesejahteraan dan/atau Kasi /Kaur lainnya yang ditugasi
sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

(5) Penyusunan d a n  pene tapan  R e n c a n a  A n g g a r a n  B i a y a
pengadaan dihitung menggunakan data/informasi:
(a) h a r g a  pasar di Desa setempat; atau
(b) h a r g a  d i  Desa terdekat dan  Desa setempat, da lam ha l

barangljasa yang dibutuhkan tidak ada di Desa setempat.
(6) Apabi la t e r d a p a t  pe rbedaan  R e n c a n a  A n g g a r a n  B i a y a

pengadaan dengan Rencana Anggaran Biaya pada DPA:
(a) j i l c a  Rencana Anggaran Biaya pengadaan t idak  melebihi

nilai pagu r incian objek belanja DPA, pengadaan dapat
dilanjutican dengan ter leb ih  d a h u l u  me lakukan  rev is i
Rencana Anggaran Biaya pada DPA; dan

(b) j i l c a  Rencana Anggaran Biava pengadaan melebihi n i la i
pagu r incian objek belanja DPA, pengadaan t idak dapat
dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.

(7) Kas i /Kaur  menyampaikan d o k u  men pers iapan pengadaan
kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola.

b) Me la lu i  Penyedia•
(1) Kas i /Kaur  menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui

Penyedia berdasarkan DPA, terdiri dad:
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(a) W a k t u  pelaksanaan kegiatan;
(b) g a m b a r  rencana kerja (apabila diperlukan);
(c) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi telmis (apabila

diperlukan) clan daf tar  kuantitas dan harga (apabila
diperlukan);

(d) H a r g a  Perkiraan Sendiri (HPS); dan
(e) rancangan surat perjanjian.

(2) Dalam penyusunan dokumen spesifikasi telcnis dan Rencana
Anggaran Biaya pengadaan pada pekerjaan konstruksi untuk
jenis pekerjaan konstruksi jalan beton wajib mencantumkan
kualifikasi teknis hasil pekerjaan yang direncanakan seperti
nilai kuat tekan minimal K225, volume dan/atau jumlah hasil
pekerjaan.

(3) Pengujian Kuat Tekan dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) u n t u k  mengetahui lebih din i  gambaran lcualitas beton

maka set iap pekerjaan pembangunan j a l a n  be ton
dilakukan pengujian kuat tekan beton;

(b) se t iap  seksi/ruas jalan beton interval panjang 50 (lima
puluh) meter diambil minimal I  (satu) t i t i k  dan wajib
dilakukan core drill. Hash l kuat tekan benda dan i uji core
drill harus sesuai dengan yang disyaratkan;

(c) apab i la  hasil kuat tekan beton uji core drill untuk setiap
seksi/ruas jalan interval panjang 50 (lima puluhl meter
memperoleh nilai kurang dan i 85% (delapan puluh lima
per seratus) dan i nilai kuat tekan beton minimal yang
disyaratkan m a k a  seks i / ruas  j a l a n  y a n g  d iwak i l i
pengujian core drill ini tidak diterima clan biaya pekerjaan
harus dikembalikan ke rekening kas Desa termasuk biaya
pekerjaan pembesian, r a b a t  be ton  beserta bag ian
pekerjaan di bawahnya;

(d) apab i la  hasil kuat tekan beton u j i  core dril l berada d i
antara 85% (delapan puluh l ima per seratus) sampai
dengan 100% (seratus per seratus) dan nilai kuat tekan
beton minimal yang disyaratkan maka seksi/ruas jalan
yang diwakil i  pengujian core dr i l l  i n i  dapat diterima
dengan pengembalian Ice rekening Icas Desa sebesarl, 5%
(satu setengati per seratus) dan i harga satuan pekerjaan
beton untuk setiap pengurangan kekuatan sebesar 1%
(satu per seratus) dan i nilai kekuatan rencana; dan

(e) d a l a m  hal terjadi pengembalian hasil uji kuat tekan maka
perhitungan p e  ngem ball an d i l a k u k a n  o l e h  K a s i
Kesejahteraan dan/atau Kasi/Kaur lainnya yang ditugasi
sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

(4) Harga Perkiraan Sendiri sebagaimana dimaksud pada angka
(1) httruf (d) adalah harga perkiraan sendiri yang ditetapkan
oleh K a s i / K a u r  menje lang di laksanakannya keg ia tan
pengadaan dengan merujuk pada harga pasar desa setempat
atau Desa terdelcat apabila di Desa setempat tidak ada.

(5) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar,
apabila barang/jasa yang dibutuhican t i dak  ada d i  Desa
setempat.

(6) Kasi/Kaur menyusun c lan menetapkan Harga Perkiraan
Sendiri dihitung dengan cara:
(a) menggunakan data/informasi antara lain:

- h a r g a  pasar di Desa setempat; atau
- h a r g a  di desa terdekat dan i Desa setempat, dalarn hal

barang/jasa yang dibutuhkan t i d a k  a d a  d i  Desa
setempat;
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(b) memperh i t ungkan  Pajak Pertambahan NiJai (PPN); dan
(c) memperh i t ungkan  b i a y a  a n g k u t  j i k a  b a r a n g  y a n g

chadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempal yang
memerlukan biaya angkut.

(7) Dalam hal tcrdapat perbedaan Harga Perkiraan Sendiri dengan
Rencana Anggaran Biaya pada DPA:
(a) J i k a  Harga Perkiraan Sendiri  t i dak  melebihi n i la i  pogo

rincian o b j e k  b e l a n j a  p a d a  D PA ,  pengadaan d a p a t
di lanjutkan dengan ter ieb ih  d a h u l u  melakukan revisi
Rencana Anggaran Biaya pada DPA; atau

(b) J i k a  Harga Perkiraan Sendiri melebihi nilai pagu rincian
objek b e l a n j a  Rencana Anggaran B i a y a  p a d a  DPA,
pengadaan t idak  dapat di lanjutkan, Kas i /Kaur  melapor
kepada kepala Desa.

(8) Rancangan s u r a t  per jan j ian sebagaimana d imaksud  p a d a
angka ( 1 )  h u r u f  (e) ,  d i g u n a k a n  u n t u k  t ransaks i  y a n g
membutuhkan penjabaran telcnis mengenai ruang  l ingkup
kegiatan, hak dan kewajiban para pihalc, jadwal pelaksanaan
kegiatan dan ]ain-lain.

(9) Kas i /Kaur  menyampaikan d o k u m e n  persiapan pengadaan
kepada TPK untuk di lakukan pengadaan.

2) Pelaksanaan Pengadaan.
a) M e t a l u i  swakelola, yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagal

berikut:
(1) pelaksanaan pengadaan melalui cara swakelola dilaksanakan

berdasarkan d o k u  men persiapan pengadaan yang  d isu  sun
oleh Kaur/Kasi;

(2) pelaksanaan pengadaan melalui cara swakelola dilaksanakan
oleh:
(a) T P K ;  atau
(b) T P K  dengan melibatkan masyarakat.

(3) pelaksanaan swakelola dilakukan dengan cara:
(a) T P K  m e l a k u k a n  p e m b a h a s a n  k e g i a t a n  y a n g

menghasilkan catatan hasil pembahasan;
(b) A p a b i l a  d i p e r l u k a n ,  T P K  m e n e n t u l c a n

narasumber/tenaga k e r j a  dengan  ke ten tuan  sebagai
berikut:
- Na rasumber  dapa t  berasal  dan  i masyarakat  Desa

setempat, p e r a n g k a t  D a e r a h  d a n /  atau t e n a g a
profesional;

- Te n a g a  ker ja  diutamalcan berasal dan i masyarakat
Dcsa setempat;

- T P K  menyusun laporan has i l  pelaksanaan kegiatan
dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan; dan
Dalam melaksanalcan k e g i a t a n  swake lo la ,  T P K
memanfaatkan s a r a n a
prasarana/ peralatan / material/ bahan y a n g
tercatat/dikuasai Desa  te tap i  apab i la  Desa  t i d a k
memiliki s a r a n a  p r a s a r a n a  t e r s e b u t ,  T P K
melaksanakan p e n g a d a a n  b a r a n g / j a s a  m e l a l u i
penyedia.

(4) Kaur /Kas i  m e l a k u k a n  pengenda l ian  a t a s  p e l a k s a n a a n
kegiatan swakelola oleh TPK meliputi:
(a) k e m a j u a n  pelaksanaan kegiatan; dart
(b) penggunaan  n a r a s u m b e r /  tenaga k e r j a ,  s a r a n a

prasarana/peralatan dan material/ bahan.
(5) Berdasarkan h a s i l  pengendal ian.  K a s i / K a u r  m e l a k u k a n

evaluasi atas pelaksanaan kegiatan swakelola_
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(6) Apabi la hash l evaluasi kegiatan swakelola d i temukan t i d a k
sesuai, K a s i / K a u r  m e m i n t a  T P K  u n t u k  me laksanakan
perbaikan target dan realisasi petaksanaan pekerjaan.

(7) Hasi l  keg ia tan pengadaan m e l a l u i  swakelo la  d i u m u m k a n
melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat,
se ku rang- ku ranignya d  iu mu mkan pada papan pengu mu man
Desa yang mencakup:
(a) n a m a  kegiatan;
(b) n i l a i  pengadaan;
(c) k e l u a r a n / o u t p u t  (terdiri dan volume dan satuan);
(d) n a m a  TPK;
(e) l o k a s i ;  dan
(I) w a k t u  pclaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesal).

b) M e l a l u i  Penyedia, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) pelaksanaan pengadaan  m e l a l u i  p e n y e d i a  d i l aksanakan

berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang  d isusun
oleh Kaur/Kasi;

(2) d i lakukan u n t u k  memenuhi  kebutuhan barang/ jasa da lam
mendukung pelaksanaan swakelo la a t a u  kegiatan/belanla
yang tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola;

(3) mengutamakan penyedia clan bahan, alat, material dan i lokasi
Desa/pekerja setempat;

(4) u n t u k  pemilihan penyedia dengan cara letang, TPK men3rusun
dokumen lelang yang memuat:
(a) m a n g  l ingkup pekerjaan (dalam bentuk Kerangka Acuan

Kerja ( K W ;
(b) d a f t a r  kuantitas dan harga;
(c) spes i f i kas i  teknis;
(d) g a m b a r  rencana kerja (apabila diperlukan);
(e) w a k t u  pelaksanaan pekerjaan;
(f) pe rsya ra tan  administrasi;
(g) r a n c a n g a n  surat perjarkjian; dan
(h) n i l a i  total Harga Perkiraan Sendiri.
Persyaratan a d m i n i s t r a s i  u n t u k  p e n y e d i a  sebaga imana
dimaksud pada  angka (4) h u r u f ,  berupa  sura t  pernyataan
kebenaran usaha;
Pelaksanaan Pengadaan melalui  Penyedia di lakukan dengan
cara:
(a) p e m b e l i a n  langsung;
(b) p e r m i n t a a n  penawaran; atau
(c) ' c l a n g .
pembelian l a n g s u n g  a d a l a h  m e t o d e  p e n g a d a a n  y a n g
dilaksanakan d e n g a n  c a r a  membel i /membayar  tangsung
kepada 1 (satu) penyedia oleh Kasi/Kaur atau TPK dengan tata
cara sebagai ber ikut :
(a) j u m l a h  nilai pengadaan sampai dengan Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah);
(b) K a s i /  Kaur/ TPK memilih penyed ia;
(c) K a s i / K a u r / I P K  melakukan  negosiasi (tawar-menawar)

dengan penyedia u n t u k  memperoleh harga yang lebih
murah;

(d) T r a n s a k s i  d i tuangkan da lam b e n t u k  b u k t i  pembel ian
atasnama/diketahui oleh Kas i /Kaur  sebagai pelaksana
kegiatan anggaran; dan

(e) pe laksanaan  pengadaan  d e n g a n  m e t o d e  pembe l i an
langsung t idak  dapat d i lakukan kepada penyedia yang
sama da lam j angka  w a k t u  2  (dua)  t a h u n  anggaran

(5)

(6)

(7)
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berturut-turut kecuali t idak  ada penyedia la in  yang
mampu.

(8) perrnintaan penawaran adalah metode pengadaan dengan
membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran
tertulis paling sedikit kepada 2 (du a) penyedia oleh TPK dengan
tata cara sebagai berilcut:
(a) j un t l ah  nilai pengadaan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh

juta rupiah) sampai dengan Rp200.0O0.000,00 (dua ratus
juta rupiah);

(b) T P K  meminta penawaran secara tertulis dan i minimal 2
(dua) penyedia dilarnpiri dokumen persyaratan teknis
berupa :Kerangka Acuan Kerja(KAK), rincian barangilasa,
volume, spesifikasi telcnis, garnbar rencana kerja (apabila
diperlukan), wak tu  pelaksanaan pekerjaan dan/atau
forrnu lir surat pernyataan kebenaran usaha;

(c) penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana
dimaksud dalam dokumen lelang dart harga disertai surat
pernyataan kebenaran usaha;

(d) T P K  mengevaluasi penawaran Penyedia;
(e) penawaran penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi

persyaratan telmis clan harga;
(1) d a l a m  hal penyedia yang lulus lebih dan i 1 (satu), maka

TPK menetapkan penyedia dengan h2rga penawaran
terendah sebagai  pemenang u n t u k  melaksanakan
pekerjaan;

(g) da la rn  ha] ada lebih dan i 1  (satu) penyedia menawar
dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi
(tawar-menawar) d e n g a n  s e t i a p  penyed ia  u n t u k
memperoleh harga yang lebih mu rah;

(h) d a l a m  ha] hanya 1 (satu) penyedia yang lulus, maka TPK
melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia
untuk memperoleh harga yang lebih murah;

(i) b a s i l  negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana
dimaksud pada huruf (f),(g) atau (h) dituangkan dalam
berita acara hasil negosiasi; dan

(j) t ransaks i  dituangkan dalam bentuk buk t i  pembelian
berupa s u r a t  pedanj ian an ta ra  Kas i /Kaur  sebagai
pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia.

(9) Letang adalah metode pemilihan penyedia u n t u k  semua
pekerjaan d e n g a n  j u r n l a h  n i l a i  pengadaan d i  a t a s
Rp200.000.000,00 (dua rams juta rupiahl yang dapat diikuti
oleh semua penyedia yang memenuhi syarat, dengan tata cara
sebagai berikut:
(a) pengumuman lelang;
(D) pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang;
(c) pemasukan dokumen penawaran;
(d) evaluasi  penawaran;
(e) negosiasi; clan
(f) penetapan pernenang.

101 pengumuman lelang:
(a) T P K  mengumumkan pengadaan dan meminta penyedia

menyampailcan penawaran tertulls;
(b) Pengumuman dilakukan melalui media informasi yang

mudah d i a k s e s  masyarakat ,  sekurang-kurangnya
ditempatkan pada papan pengumuman Desa;

(c) pengrumu man pengadaan sekurang-kurangnya berisi:
- n a m a  paket pekerjaan;
- n a m a  TPK;
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lokasi pekerjaan;
ruang lingkup pekerjaan;
nilai total Harga Perkiraan Sendiri;
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
jadwal proses lelang;

(d) bersamaan dengan pengumuman pengadaan, TPK dapat
mengirimkan undangan tertulis kepada penyedia untuk
mengikuti lelang.

(11) pendaltaran dan pengambilan dokumen lelang:
(a) penyedia mendaftar untuk mengikuti 'clang; dart
(b) T P K  memberilcan dolcumen lelang kepada penyedia yang

mendattar.
(12) pemasukan dokumen penawaran:

Penyedia menyampaikan penawaran tertulis berisi dokumen
administrasi serta penawaran teknis dan harga.

(13) evaluasi penawaran:
(a) T P K  mengevaluasi penawaran penvedia; dan
(b) penawaran penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi

persyaratan administrasi, teknis dan harga,
(14) negosiasi :

(a) da lam hal terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus,
maka TPK melakukan negosiasi/tawar-menawar dan
dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi; dan
dalam hal ada lebih dan i 1 Isatu) penyedia yang lulus
menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan
negosiasi/tawar-menawar dengan setiap penyedia untuk
memperoleh harga yang lebih murah dan dituangkan
dalam berita acara hasil negosiasi.

(15) penetapan pemenang:
(a) T P K  menetaplcan penyedia dengan harga penawaran

terendah sebagai pemenang u n t u k  melaksanakan
pekerjaan; dan

(b) Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian
antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran
dengan penyedia.

3) Pengendalian, dilaksanakan dengan cara:
a) Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang

tercantum dalEun bukti transaksi;
b) dalam hal teriadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan

clengan bukti transaksi maka Kasi/Kaur memerintahkan penyedia
untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan
pekerjaan; dan

c) apabila penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan
maka Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada Penyedia
sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi.

4) Pengumuman, dilaksanakan dengan cara:
a) TPK mengumumkan basil kegiatan dan  pengadaan melalui

penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat,
selcurang-kurangnya ditempatkan pada papan pengumuman di
lcantor Desa;

b) Pengumuman kepada masyarakat mengenai hasil pengadaan
melalui penyedia dengan metode permintaan penawaran dan
lelang meliputi:
(1) nama kegiatary,
(2) nama penyedia;
(3) nilai pengadaary,
(4) keluaran/ output (terdiri dan i volume clan satuank
(5) lolcasi; dan
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(6) wak tu  penyelesaian pekerjaan (tanggal m u l a i  d a n  tangga l
selesai).

5) pe laporan  dan serail terima.
a) T P K  melaporkan kepada Kasi/Kaur:

(1) kemajuan pelaksanaan pengadaan; dan
(2) pelaksanaan pengadaan y a n g  te lah selesai 1 0 0 %  (seratus

persen);
b) l a p o r a n  sebagaimana dimaksud pada h u r u f  a, disertai  dengan

dokumen pendukungnya;
c) be rdasarkan  laporan sebagaimana dimaksud h u r u f  b, Kas i /Kaur

menerima hasil kegiatan pengadaan:
(1) melalui  swakelola dan i TPK dengan menandatangani Ber i ta

Acara Serah Terima (BAST); atau
(2) melalui  penyedia dengan menandatangani Berita Acara Serah

Terima (BAST);
d) K a s i / K a u r  menyerahkan has i l  kegiatan dan i pengadaan sesuai

bidang tugasnya  kepada  kepa la  D e s a  dengan  b e r i t a  a c a r a
penyerahan;

e) K a s i / K a u r  melakukan pengarsipan dokumen terkai t  pengadaan
yang telah dilaksanalcan; dart

1) d o k u m e n  terkait pengadaan sebagaimana dirnaksud pada huruf  d
dan hu ru f  e, harus d is impan dan dapat diakses oleh pihak yang
memiliki kewenangan un tuk  melakukan pengawasan.

B. Ta h a p  Pelaksanaan Kegiatan
Pada tahap pelaksanaan kegiatan Dana Desa, kepala Desa pal ing sedikit

mengoordinasikan 7 (tujuh) langkah kegiatan sebagai berikut:
1. r a p a t  kerja pelalcsana kegiatan.

a. r a p a t  kerja ditalcukan un tuk  membahas
1) perkembangan pelaksanaan kegiatan;
2) pengaduan masyarakat;
3) masa lah,  kendala dan hambatan;
4) t a rge t  kegiatan pada tahapan selanjutnya;
5) p e m b a h a n  kegiatan; dan
6) agenda  lain sesuai kebutuhan.

b. R a p a t  kerja tersebut dilaksanakan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kal i ,
mengikuti tahapan peneairan Dana Desa yang bersumber dan i Anggaran
Pendapatan Belanja Negara.

2. pengendal ian pelaksanaan kegiatan Dana Desa.
a. k e p a l a  Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan Dana Desa dengan

cara:
1) memer iksa  dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang mengsunalcan Dana Desa:
dan

2) me lakukan  pemantauan  d a n  superv is i  keg ia tan  sesua i  dengan
karakteristik dan /atau jenis kegiatan.

b. k h u s u s  kegiatan in f rast ruktur,  pengendalian d i lakukan dalarn 3  (tiga)
tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi:
1) pers iapan pelaksanaan kegiatan p a d a  kondis i  f i s i k  0 %  (no l  p e r

seratus);
2) perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondis i  f i s ik  5 0 %  (lima

puluh per seratus);dan
3) a k h i r  pelaksanaan kegiatan pada  kondis i  f i s ik  1 0 0 %  (seratus pe r

seratus).
c. D a l a m  pengendalian d a n  pemeriksaan tersebut,  kepa la  Desa  dapat

dibantu o l e h  d i n a s  t e k n i s  ter lca i t  d a n t a t a u  Te n a g a  Pendamping
Profesional.
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d. Tenaga  Pendamping Profesional melaporkan h a s i l  penilaian d a n
pemeriksaan kepada kepala Desa.

3. perubahan pelaksanaan kegiatan Dana Desa•
a. kepala  Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan Dana

Desa melalui Musyawarah Desa;
b. perubahan pelaksanaan kegiatan tersebut terjadi karena:

1) peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau
kerusuhan sosial;

2) kenaikan harga yang tidak wajar; dan/atau
3) kelangkaan bahan material;

c. perubahan pelaksanaan kegiatan tersebut dilalcukan dengan ketentuan:
1) penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB

Desa yang bersumber dan i swadaya masyarakat, bantuan pihak lain,
dan/atau bantuan keuangan dan i Pemerintah, Provinsi ataupun
Pemerintah Daerah;

2) t i d a k  mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa
kecuali jika kegiatan:

a) sudah  tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa;
atau

b) terdapat peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b angka
1);

3) t i d a k  melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan
disetujui oleh kepala Desa; dan

4) apabila TPK tidak menaati ketentuan pada huruf  b, kepala Desa
menghentikan proses pelaksanaan kegiatan.

4. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah.
a. Kepala  Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan

penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa, dengan
cara:

penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
2) menganalisis pengaduan;
3) penetapan status masalah;
4) penanganan masalah; dan
5) penyelesaian clan penetapan status penyelesaian masalah.

b. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah tersebut dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
2) mengadministrasikan bukti pengaduan.
3) mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
4) menginformasikan k e p a d a  m a s y a r a k a t  D e s a  perkembangan

penyelesaian masalah;
5) melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah;
6) mengutarnalcan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan

kearifan lokal Desa; dan
7) menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.

c. D a l a m  penanganan penyelesaian masalah, kepala Desa bekerja sama
dengan TPK, Badan Permusyawaratan Desa dan/atau unsur masyarakat
Desa.

d. D a l a m  hat permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh
Desa, kepala Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa melaporkan
kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. pelaporan pelaksanaan kegiatan.
a. T P K  Dana Desa menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan

pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa melalui Kaur/Kasi.
b. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan tersebut disesuaikan

dengan jenis kegiatan dan  tahapan penyaluran dana kegiatan yang
dituanglcan dalam contoh format laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
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6. pertanggungiawaban pelaksanaan kegiatan.
a. Berdasarkan  h a s i l  l a p o r a n  T P K ,  k e p a l a  D e s a  m e n y u s u n  d a n

menyarnpaikan l a p o r a n  pertanggungiawaban pe laksanaan keg ia tan
pembangunan Desa/Dana Desa dalam Musyawarah Desa setiap alchir
tahun, paling lambat bulan Maret tahun berikutnya;

b. menyampaikan p e r t a n g g u n g j a w a b a n  d i t a k u k a n  d e n g a n  c a r a
memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan/dana desa
dan memberikan tanggapan atas masukan peserta Musyawarah Desa;

c. masyaraka t  Desa memberikan tanggapan clan masukan a tas  laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Desa yang disampaikan
kepala Desa;

d. berdasarkan masukan masyarakat tersebut, Badan Permusyawaratan
Desa, k e p a l a  D e s a ,  T P K  d a n  masya raka t  D e s a  membahas  d a n
menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat tersebut;

e. B a d a n  Permusyawaratan Desa menyusun berita acara hasil Musyawarah
Desa pertanggungiawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan/Dana
Desa;

f. Berdasa rkan  masukan masyarakat tersebut, Badan Permusyawaratan
Desa, k e p a l a  D e s a ,  T P K  d a n  masya raka t  D e s a  membahas  d a n
menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat tersebut;

g. berdasarkan ber i ta  acara hasi l  kesepakatan da lam Musyawarah Desa
pelaksanaan pembangunan tersebut, Kepala Desa mengoordinasikan TPK
untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan.

7. pemanfaatan dan keberlarkiutam hasil kegiatan Dana Desa.
Pemanfaatan dan keberianjutan hasi l  pembangunan Desa dan i Dana Desa
dilaksanakan dengan cara:
a. me lakukan  p e n d a t a a n  b a s i l  k e g i a t a n  pembangunan  y a n g  p e r l u

dilestarikan dan dikelota pemanfaatann3ra;
b. memben tuk  kelompok dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan dan

keberlanjutan hasil kegiatan pembangunan Desa;
c. mengaiokasikan a n g g a r a n  peman faa tan  d a n  kebe r l an ju tan  h a s i l

pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa; dan
d. m e n g a t u r  pemanfaatan clan keberianjutan hash pelaksanaan kegiatan

yang dituangkan dalam Pemturan Desa.
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BAB IV
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pembinaan ,  pemantauan d a n  evaluasi  fok t ts  Penggunaan Dana  Desa dapat
di laksanakan d e n g a n  menerapkan  pendekatan d ig i ta l  y a i t u  menggunakan
aplikasi s is tem inforrnasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, clan
Pembangunan Daerah Tertinggal.

B. Pemer in tah  Daerah mengendalikan penetapan fokus Penggunaan Dana Desa
secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.

C. K e p a l a  Desa member ikan tanggapan dan  informasi bal ik  kepada Pemerintah
Daerah s e c a r a  b e r j e n j a n g  m e l a l u i  C a m a t  d a n / a t a u  m e l a l u i  D i n a s
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

0. Masyaraka t  D e s a  b e r h a k  menyarnpaikan pengaduan k e p a d a  Pemerintah
Kabupaten Grobogan melt:dui layanan Short  Message Service Centre (SMSC)
08884848448.
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RAB
KETENTUAN LAIN-LAIN

A. Dalarn hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, fokus penggunaan Dana Desa
dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

B. Tata kelola keuangan pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengelolaan keuangan Desa.

C. Dalam hal kebijakan pengalokasian, mekanisme penghitungan, tahapan dan
syarat-syarat penyaluran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Dana
Desa Tahun Anggaran 2026.



- 38 -

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Detnikian Peraturan Bupati Grobogan tentang Petaksanaan Kegiatan yang Didanai
Dad D a n a  D e s a  Ta h u n  2 0 2 6  i n i  d i b u a t  u n t u k  d a p a t  d ipedomani  d a l a m
pelaksanaannya.

BUPATI GROBOGAN,

Cap T T D

SETYO HAD!

5al inan sesuai  dengan  as l inya
KEPALA BAGIAN H U K U M

Tolah ditandatangani
tocara oloktroolk o h :

%woe
RIADQA PRIAMBODO.  S.H.
Pembina
NIP. 1 9 8 2 0 9 2 9  2 0 0 5 0 1  1  0 0 6
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No Kegiatan Total Bobot
N

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan an)
Ket1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2
3 -

No. Ilralan Kode Satuan Koofisien Harga
Satuan (RP)

Jural Harga
(RP)

1 2 3 4 5 6 7
I Tenaga Kerja.

J um tah harga
Tenaga Keria

2 &than.

- -

-3 --

Jumlah harga
Saban.
Peralatan.

Jumtah harga
Peralatan.
TOTAL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPAT1 GROBOGAN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKN1S PELAKSANAAN
KEGIATAN YANG DIDANAI DARI
DANA DESA TAHLIN 2026

CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA
KEG1ATAN DANA DESA

I. D o k u m e n  persiapan pengadaan secara swakelola.
A. Dokumen  persiapan pengadaan swakelola non konstruksi.  Dokumen yang

diperlulcan mel iput i :
1. j a d w a l  pelaksanaan kegiatan;
2. rencana  penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
3. ke rangka  acuan kerja/spesifikasi telmis; clan
4. Rencana Anggaran Blaya (RA13).

Contoh format  dokumen persiapan pengadaan swakelola n o n  konst ruks i
adalah sebagai berikut:

1. J a d w a l  Pelaksanaan Kegiatan.

Kato/ Kasi . . . . .

2. Rencana Penggunaan Tena a  Keija, Kebutuhan Bohan dan Peralatan.

T g l ,
'Our/ Kasi

(Name jelas)
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No. Uralan Kegiatan Spesifikasi
Teknis

Volume Satuan Harga
Satuan(RP)

Total
(RP)

1 2 3 4 5 6 7

3. Ke rangka  Acuan Kerja.
Kerangka Acuan Kerja memuat:
a. l a t a r  belakang;
b. pener ima  manfaat;
c. c a r a  melaksanakan;
d. pe laksana dan penanggung jawab;
e. j adwa l ;  dan
f. b i a y a  yang diperlukan.

4. F o r m a t  Spesifikasi Teknis

KEPALA URUSAN/ KEPALA SEKSI
DESA

Kepala Seksi/Kepala Urusan  mendiskr ipsikan spesif ikasi t e k n i s  dani
kebutuhan yang diperlukan tanpa menyebut merek, Penyebutan merek
dimungkinkan terhadap:
a. komponen  barang/jasa.
b. s u k u  cadang.
c. bag ian  dan satu sistem yang sudah ada.

5. Format Rencana Anggaran Blaya.

TgL
Kauri Kasi

(Nam Ielas)

B. Dokumen pers iapan pengadaan swakelola u n t u k  pekerjaan kons tmks i .
Dokumen yang diperlukan mel iput i :
1. g a m b a r  rcncana kerja;
2. j a d w a l  pelaksanaan kegiatan;
3. r encana  penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peratatan;
4. spesi f ikasi  teknis;
5. Rencana  Anggaran Biaya (RAB); dan
6. ana l i sa  harga satuan.

Contoh format dokumen persiapan pengadaan swakelola untuk  pekerjaan
konstruksi

1. G a m b a r  Rencana Kerja.

Skala:  1 :

Diketahui/Disahkan
Tgl,

Dibimbing/difasil itasi K a s i / K a u r
Kepala Desa T e n a g a  Pendamping Profesional
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No Kegiatan Total Bobot
rYti

Jadwal Pelalcsanaan KegiatanlMignguan)
10 Ket1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 2

1
1
2
3 L i

No. Uraian Kode Satuan Koofisien Harga
Satuan(RP)

6

Juml Harga
(RI)

1 2 3 4 5 7
I Tenaga Kerja.

Jumlah harga
Tenaga Keria

2 Bahan.

I
Jumlah harga
Bahan•

3 Peralatan.

Jumlah harga
Pcralatan.
TOTAL

2. J a d w a l  Pelaksanaan Kegiatan.

T g
Kaur/ Kasi . . . . . .

3. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja, Kebutuhan Baban dan Peralatan.

TgJ
Ksur/Kasi .......

(Nava jelas)

4. Spesif ikasi  Teknis.

KEPALA URUSAN/ KEPALA SEKSI
DESA

Kepala Seksi /Kepala U rusan  mendiskr ips ikan spesif ikasi  t e k n i s  d a r i
kebutuhan yang diperlukan tanpa menyebut merek. Penyebutan merek
dimungldnkan terhadap:
a. komponen  barang/jasa;
b. s u k u  cadang;
c. bag ian  dari satu sistem yang sudah ada.
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No. Uraiall Kegiatan Spesifilcasi I
Teknis

Volume Satuan Harga
Satuan(RPL

6

Total
(RP)

1 2 3 4 5 7
,

,

No. u raian Kock. Sat u all Konfinien Harga
Satuari(RP)

Juml
Harga
(RP)

1 2 3 4 5 6 7
1 Tenaga.

-

2 Rattan.

3 Peralatan.

TOTAL

Nama
Peked aan/Kegiatan

Tim Pelaksana
Kegiatan

Walctu Pelakseulaan
Pekerjaan/Kegiatan

Nilai
Peketjaan/Kegiatan

1 2 3 4

5. Rencana Anggarari Biaya (RAB)

Catatan : dilsi untuk masing-masing bagian pekerjaan yang telah dibuatkan
analisis harga satuannya.

....
Kaud Kari'

INarna Jelin)
6. Analisa Harga Sat uan.

 T g l ,
Katy/ Kasi

(Nam a Jeias)

II. Dolcumen Persiapan Pengadaan melalui PenyediaL
Dokumen Persiapan Pengadaan melalui Penyedia meliputi:
A. waktu pelaksanaan pekerjaan;
B. gambar rencana kerja (apabila dipertukan);
C. kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis (apabila diperlukan);
D. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
E. surat  perjanjian (apabila diperlukan).

Contoh format dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia:
A. Format Waktu Pelaksanaan Pekerjaan•

Kam/ Kasi ..... ••••
(Nam a Jelas)
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No. Kegiatan Spesitdcasi Volume Satuan Harga
Samar'

Total

1 2 3 4 5 6 7

B. Gambar  Rencana Kerja apabi la diperlukan).

Skala • 1  •

T g l ,
Diketahui/Disahlcan D i b i m b i n g / d i f a s i l i t a s i  K a s i / K a u r

Kepala Desa. T e n a g a  Pendamping Profesiona1

C. Kerangka Acuan Kerja/Spesifilcasi Teknis ( apabila diperlukan).
Kerangka Acuan Kerja memuat:
1. latar belakang;
2. penerirna manfaat;
3. cara melaksanakan;
4. pelaksana dan penanggung jawab;

Pelaksana kegiatan ini adalah TPK dengan susunan keanggotaan Ketua
,  Selcretaris  d a n  Anggota  A d a p u n  Penanggung
jawab adalah s e l a k u  Kepala Seksi/Kaur D e s a

5. jadwal; dan
6. biaya yang diperlukan;

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan  a d a l a h
sebesar Rp  s e b a g a i m a n a  diuraikan
pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan ini.

D. Harga Perkiraan Scndiri (HPS).

Kegiatan

Kaur/ Kasi . . . . . . .

(N a ma Jelas)
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No. Nama Barangtlasa Spesitikasi Volume Satuan
1

•_____

2
3 Dst

E. Surat  Petjanjian (apabila diperlukan).
Rancangan Surat Perjanjian sekurang-kurangnya memuat:
1. tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian;
2. pa ra  pihak;
3. ruang  lingkup pekerjaan;
4. n i la i  pekerjaan;
5. h a k  dan kewajiban para phak;
6. t a t a  cara pembayaran;
7. jangka waktu petaksanaan pekerjaan;
8. ketentuan keadaan kahar; dan
9. sanksi.

III. Dokumen Pengadaan Lainnya.
Dokumen pengadaan lainnya meliputi:
A. s u r a t  permintaan penawaran;
B. surat penawaran;
C. surat  pemyataan kebenaran usaha;
D. form penilaian spesilikasi teknis;
E. betita acara negosiasi;
F. laporan pemeriksaan pengadaan oleh TPK;
G. Berita Acara Serah Terirna pekerjaan swakelola dan i TPK kepadakepala

seksi/kepala urttsan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran;
H. Berita Aca ra  Serah Te r ima  pekerjaan d a n  i penyedia kepadakepala

seksi/kepala umsan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran; dan
I. Be r i t a  Acara Serah Terima pekerjaan dan i kcpala seksi/kepala urusan sclaku

Pelaksana Kegiatan Anggaran kepada kepala Desa,

Contoh dolcumen pengadaan lainnya tersebut adalah sbb:
A. Format Surat Permintaan Penawaran

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA

KECAMATAN

Nomor K e p a d a :
Lampiran Y t h .  UD/Toko
Perihal :  Perminta an Penawanan D e s a

Baranghasa Kegiatan D I  Tern pat.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pekerjaanikegiatanm a k a  dengan fni
kami minta penawaran tertulis kepada Saudara atas baranelasa sbb:

Karni berharap penawaran tertulis Saudara dan surat penyataan kebenaran usaha (form
terlampir) disampaikan dan sudah dapat kami terima di TPK Desad e n g a n  aiamat
 p a l i n g  lambat pada had.. tanggal
Demikian surat penawaran ini kami buat, atas partisipasi dan kerlasamnya disampaikan
terima kasih.

TPK DESA
Ketua,

Nama, Ttd, stempel.
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No. Noma
Berangtlasa

Spesilikasi Volume Satuan Harga
Satuan

Jurnl
Harga

2
L 3 Dst

B. F o r m a t  Surat Penawaran.

KOP SURAT

• • • • • • • • • • • •  OOOOOOOOOOO I  d o l i • • • • • • • • • •  OOOOO W O . .

Nomor
Larnpiran
Perihal :  Sura t  Penawaran

Kaneda
Ifth. TPK Kegiatan
Desa
Di Tempat.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan ditaksanakannya pekerjaanikegiatanT a h u n  Anggaran
m a k a  dengan ml karni mengajukan penawaran baranghasa dengan harga sbb !

Demikian surat penawaran ini karni buat, disertai dengan surat penyataan kebenaran usaha
terlampir. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UD/Toko,
Nama, Ttd, stempel.

C. S u r a t  Pernyataan Kebenaran Usaha.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN USAHA
Yang bertanda tangan di bawan ini :

Nama
Tempat, Tanggal
Lahir
Alamat
Adalah benar -benar  p e m i l i k  t o k o / U  DP e n y e d i a  b a r a n d j a s a  p a d a
Desay a i t u :

Narna Toko/UD
Alamat
Nnmor Telephone
NPWP

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Merigetahul,
Keoala Desa ........ U D / T o k o ,

Materai 10,000,-
Nama, Ttd, stempel.
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No, Nama Barang/Jasa Spesifikasi Volume Satuan SewaifTidak Sesuai
1

•

2 ,
3 Dst... ..... ..,

KETERANGAN

No. Nana
Baranillasa

Volume Satuan Total Harga
Penawaran

Total Harga
Negosiasi

Keterangan

1
2
3 Dst

Ha rga Total Kesepakatan _
Terbilang

1. Ketua, ( Narna ) 1. ( ttd ) Toko,/Pemasok ......
2. Sekretaris, ( Nama ) 2  ( (ttd) Ttd, stempel
3. Anggota ( Nama ) 3. ( ttd )

D. Fo rm Penilaian Spesifikasi Teknis.

PENILAIAN SPESIFIKA SI TEKNIS
PEKERIAAN/KEGIATAN

Pada hari ini, t a n g g a l ( d e n g a n  huruf) bularL(tulis dengan huruf) Tahun.„.. d e n g a n
huruf) kami TPK Desa ..... ..telah melakukan penitalan spesifikasi teknis unutk
pekerjaanikegiatand e n g a n  hasil sbb:

Nama Penyedia
Alamat

Demikian Penilaian int dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagairnana
mes-tinya•

An. TPK Desa ........ .......
Ketua,

Nama, ttd, cap.

E. Ber i ta  Acara Hasil Negosiasi.

BERITA ACARA H A M  NEGOSTASI
PEKERIAAN/KEGIATAN •

Pada hari in, t a n g g a l ( d e n g a n  huruf) bulan ( t u l i s  dengan huruf) Tabun.... (tulis dengan
huruf) karni TPK Desat e l a h  melakukan negosiasi dengan perincian sbb:

M O A N  HARGA PENAWARAN
NAMA T0K0/PENIAS0K

Demikian surat pernyataan in i  dIbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya

TIM TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA



- 4 7  -

F. Laporan  Pemeriksaan Pengadaan oleh TPK.

TIM PELAKSANA KEGIATAN . . . .
KECANIATAN .  .

NOFT1Of
lampiran
Perihal :  laporan Pemeriksaan

pengadaan

S
Kepada:
Yth. Kasi/Kaur
Desa
Di Tempat.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pekerjaan/kegiatan.......... ..... dengan Ini
kami sampaikan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada hari_.....— .... . . . . .
bulan t a h u n d e n g a n  hasil  ( b a i k / t i d a k  baik).
Demikian laporan pemeriksaan i n  kami  buat dengan sebenarnya, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya,

TPK DESA
1. Ketua,
2. Sekretaris,
3. Aggota,

Nama, Ttd, stempel.

G. Ber i ta  Acara Serah Terima Pekerjaan Swakelola dan TPK ke Kepala
Seksi/Kepala Urusan.

BERITA ACARA SERAH T E M A
PEKERIAAN/KEGIATAN •
DESA

Pada hari ini, t a n g g a l ( d e n g a n  huruf) bulan d e n g a n  hurun Tahun ( t u l i s  dengan
huruf) kami yang bertanda tangan dibawah ini:
1. , (  Nama Kaur/Kasi),

Kepala Seksi/ Kepala Urusany a n g  bertindak untuk dan atas Pelaksana Kegiatan Anggaran
Desa . . . . . . .  ..........., selanjutnya disebut sebagal PIHAK PERTAMA

2.  N a r n a  Ketua, untuk atas nama TPK).
Yang beralamat diD e s a . ,  selanjuttlya disebut sebagal PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. P IHAK KEDUAtelah menyelesaikan pekerjaan . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .
2. P I H A K  PERTAMA telah menerima basil pelalcsanaan kegiatanipekerjaan tersebut.

Derniklan Berita Aaira Serail Terima ini kami buai dengan sebenamya. 'mink dipai dipergurrakan sebagaintana
mestinya.

PIHAK KEDUA
An. Tim Pelaksana Kegiatan

Ketua,
(Nama dan Tanda Tangan)

PIHAK PERTAMA
Kaur/Kasi.— .......

(Nama dan Tanda Tangan)



- 4 8  -

H. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan i Penyedia ke Kepala Seksi/Kepala
Urusan.

BERITA ACARA SERAH TER1MA
PEKERJAAN/KEGIATAN •
DESA . .  " •  .

Pada hart int, t a n g g a l ( d e n g a n  huruf) bulan ( t u l l s  dengan huruf) Tahun d e n g a n
huruf) kami yang bertanda tangan dibawah ini:
1. , (  Nama Kaur/Kasi).

Kepala 5eksi/ Kepala Unmany a n g  bertindak untuk dan atas Pelaksana Kegiatan Anggaran
Desa,  selaniutnya disebut sebagaj PIHAK PERTAMA

2 , . (  Nama Penyedia).
Selaku Penyedia/pemasok /Pernik TokoY a n g  beralamat

........... ......Desa,  selanjutnya disebut sebagal PIHAK KEDUA.
Dengan ml menyatakan bahwa:
1. P I H A K  KEDUA telah menyelesalkan pekerlaan s e s u a l  bukti transaksi/ surat

perjanjian Nomor •t a n g g a l t a h u n
2. P I H A K  PERTAMA telah menerima hash pelaksanaan keglatan/pekerjaan tersebut.

Demiklan Barka Aeam Semh Terima ml kami bum dengan schenamya. unruk clapar dipergunalcan sebagaimana
mestmya

PIHAK KEDUA P I H A K  PERTAMA
Penyedia/Pernasok K a u r / K a s i D e s a

(Nama ,ttd, stempel) ( N a m a  dan Tanda Taman)

1. B e r i t a  Acara Serah Terima Pekcrjaan deui Kepala Seksi/kepala Urusan
kepada Kepala Desa

BER1TA ACARA SERAH TER1MA
PEKERJAAN/KEGIATAN - . . . . . . . .
DESA

Pada hari int„..,... tanggal ( d e n g a n  huruf) bulan. ( W i t s  dengan huruf) TahunO m i t s  dengan
huruf) kami yang bertanda tangan dibawah int:
1. . . . . . .  . . . . .  N a m a  Kades).

Kepala Desa.. ,  selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. (  N a m a  Kaur/Kasi).

Kepala Seksi/ Kepala Urusan ...........Desa..y a n g  bertindak untuk dan atas Petaksana
Keglatan Anggaran Desa s e l a n i t r t n y a  dIsebut sebagal PIHAK KEDUA.

Dengan int menyatakan bahwa:
1. P IHAK  KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan . . . . . . . . . . . .  sesual dengan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. P IHAK PERTAMA telah menerima hash pelaksanaan keglatan/pekeriaan tersebut.

DCInikiall Berita Aeam Serail Te n =  int kami buat dengan sebenarnyat uniuk dapat dipergtmakan sebagaimana
mesilnya.

PIHAK KEDUA P I H A K  PERTAMA
Kaur/Kasi.D e s a Kepala Desa..................

(Nama ,ttd, ( N a m a ,  ttd, stempel)

5al inan sesuai  dengan  as l inya
KEPALA BAGIAN H U K U M

M a r11..,000
RIADQA PRIAMBODO.  S.H.
Pembina
NIP. 1 9 8 2 0 9 2 9  2 0 0 5 0 1  1  0 0 6

Tolah ditandatangani
tocara oloktroolk o h :

BUPAT1 GROBOGAN,

Cap T T D

SETYO HADI
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